LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA
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NOMOR : 10            TAHUN 2003          SERI :  A

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR  420 TAHUN 2003

	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH


BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

	a. bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri, A);

b. bahwa dalam rangka penjabaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang …………. 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 201);

11. Peraturan Pemerintah ……………. 3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Majalengka Tahun 2002 – 2006    (Lembaran   Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28 Seri, E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) Kabupaten Majalengka tahun 2002 - 2006 (Lembaran   Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 29 Seri, E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri, D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran   Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri, D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri, D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran   Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri, D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran   Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri, D);

21. Peraturan Daerah ……………. 4

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka    (Lembaran   Daerah   Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri, A );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 5 Seri, A).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.




BAB I

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama

Pengertian Umum

	Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;

3. Bupati adalah Bupati Majalengka;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;

6. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;

7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;

8. Keuangan Daerah ……… 5

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban  yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan

11.  Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

12. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan   Daerah;

14. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;

15. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan Kas Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran dan menambah aktiva bersih Daerah yang digali dari potensi Daerah, terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

16. Dana Perimbangan adalah semua penerimaan Kas Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran dan menambah aktiva bersih Daerah yang berasal dari bagi hasil pajak / bukan pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Kontingensi;

17. Lain–lain Pendapatan yang sah adalah semua Penerimaan Kas Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang menjadi hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran dan menambah aktiva bersih Daerah, diluar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan;

17. Penerimaan ……….. 6

18. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;

19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;

20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna Anggaran Belanja Daerah;

21. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;

22. Kas Daerah Adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;

23. Bank adalah Bank persepsi yang ditunjuk Bendahara Umum  Daerah;

24. Satuan Kerja adalah kesatuan pelaksana kegiatan yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja antara satu dengan lainnya;

25. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap Unit Kerja pengguna Anggaran;

26. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja pengguna Anggaran;

27. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah Unit Pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada Lembaga Teknis Daerah;

28. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;

29. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

30. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;

31. Dana Depresiasi adalah Dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa  umur ekonomisnya;

32. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;

32. Aset …………… 7

33. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;

34. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

35. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban Pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

36. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

37. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari Pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

38. Belanja Aparatur adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya dirasakan oleh Aparatur, terdiri atas Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan  serta Belanja Modal;

39. Belanja Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang manfaatnya dirasakan oleh publik, terdiri atas Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;

40. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah transfer uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dan atau kepada Satuan Kerja / Pihak tertentu dengan kriteria  :

a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;

b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya piutang;

c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya penyertaan modal atau pada kegiatan investasi.

41. Belanja Tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;

41. Anggaran ……………… 8

42. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Daerah sebagai penyeimbang adanya surplus dan defisit anggaran, yang terdiri atas penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;

43. Tahun Anggaran adalah satu periode yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;

44. Atasan Langsung Pemegang Kas adalah Sekretaris Daerah,  Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Camat yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk mempertanggungjawabkan baik fisik maupun keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan atau penggunaan Anggaran Belanja yang menjadi tanggung jawabnya;

45. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna Anggaran Belanja Daerah pada Satuan Kerja;

46. Tim Penyusun APBD selanjutnya disingkat TPA adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas menyusun Anggaran sejak persiapan Anggaran sampai dengan perhitungan APBD untuk satu periode Tahun Anggaran tertentu;

47. Arah dan Kebijakan Umum APBD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang memuat petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum meliputi prioritas bidang dan program serta target bidang sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu Tahun Anggaran;

48. Strategi dan Prioritas APBD adalah pendekatan, metode atau teknik untuk mencapai arah dan kebijakan umum APBD yang merupakan suatu upaya untuk mendahulukan atau mengutamakan bidang dan program tertentu;

49. Dokumen Anggaran adalah dokumen yang memuat aktivitas penganggaran yang digunakan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, perhitungan dan pertanggungjawaban APBD;

50. Rencana Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat RASK adalah dokumen usulan rencana program dari setiap pengguna anggaran, terdiri dari format yang berisi informasi mengenai usulan Rencana Strategis Satuan Kerja (S1), usulan program dan kegiatan (S2), usulan Anggaran  Pendapatan dan Belanja (S3);

51. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap pengguna anggaran, terdiri dari format yang berisi Rencana Strategis Satuan Kerja (D1), program dan kegiatan (D2) Anggaran  Pendapatan dan Belanja (D3);

51. Rekening ……………… 9

52. Rekening Kas Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah;

53. Kode Rekening adalah sistem pengkodean / pengelompokan rekening yang disusun berdasarkan kode bidang kewenangan, Satuan Kerja dan Sub Satuan Kerja, kode program dan kegiatan, serta pengkodean untuk jenis pendapatan, belanja, pembiayaan aktiva, kewajiban dan ekuitas dana;

54. Siklus APBD adalah tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan, penyusunan, penetapan, perubahan APBD, perhitungan dan pertanggungjawaban APBD;

55. Surat Keputusan Otorisasi yang selanjutnya disingkat SKO adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Anggaran tentang penyediaan kredit tertinggi yang dapat dikeluarkan untuk beban Anggaran Belanja tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan;

56. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Pemegang Kas  kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan sebagai dasar untuk mendapatkan pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja;

57. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah kumpulan dokumen / format-format dan tanda-tanda bukti pengeluaran yang sah sebagai pertanggungjawaban Pemegang Kas yang harus disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

58. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisa, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBD;

59. Surat Tanda Setor yang selanjutnya disingkat STS adalah surat tanda bukti penyetoran kas dari pemegang kas dan atau perorangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka kepada Kas Daerah;

60. Transaksi adalah setiap kejadian yang mengubah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten baik berupa penambahan maupun pengurangan;

61. Buku jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan data transaksi keuangan yang berfungsi sebagai arsip transaksi;

62. Buku besar adalah buku yang digunakan untuk mengelompokkan (posting) data transaksi keuangan dari buku jurnal yang berfungsi sebagai arsip permanen;

52. Buku  …………………. 10

63. Buku besar pembantu adalah buku yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dari buku besar;

64. Pengawas  Fungsional internal adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten yang bertugas membantu Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Keuangan Daerah;

65. Pengawas Fungsional ekternal (BPKRI, BPKP, Irjen dan Bawasda Propinsi)  yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

66. Laporan Keuangan Pengguna Anggaran  adalah laporan keuangan yang menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan yang dibuat secara periodik;

67. Perhitungan APBD adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan surplus/defisit satuan kerja/ Pemerintah Daerah pada satu Tahun Anggaran tertentu;

68. Nota Perhitungan APBD adalah laporan yang memuat ringkasan realisasi pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta Kinerja Keuangan Daerah;

69. Neraca adalah keuangan yang menggambarkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari dan untuk aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan pada suatu periode tertentu;

70. Laporan Aliran Kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari dan untuk aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan pada suatu periode tertentu;

71. Pengadaan barang / jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang /jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi : pengadaan barang, jasa  pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya;

72. Panitia pengadaan adalah Panitia Pelelangan atau Panitia Pemilihan Langsung atau Panitia Penunjukan Langsung yang ditugasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh Kepala Satuan Kerja;

73. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau kontruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna  barang/jasa;

74. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;

74. Dokumen ……….. 11

75. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh panitia pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta evaluasi penawaran oleh panitia pengadaan;

76. Kontrak adalah perikatan antara Kepala Satuan Kerja sebagai pengguna barang/jasa dengan pemasok atau konsultan sebagai penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

77. Dokumen kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak;

78. Pengguna barang/jasa adalah Kepala Satuan kerja sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa tertentu Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

79. Penyedia barang/jasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari kontraktor, pemasok, konsultan, Usaha kecil, koperasi, perguruan tinggi, Lembaga Ilmiah Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);

80. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum / lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada kepala satuan kerja untuk jaminan terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa;

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	Pasal 2


(1) APBD meliputi :

a. Anggaran Pendapatan;

b. Anggaran Belanja;

c. Anggaran Pembiayaan .

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kode rekening;

(3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan  pengelompokan  sebagai   berikut :

a. Kelompok ………….. 12

a Kelompok pertama merupakan kode  rekening untuk bidang kewenangan, satuan kerja dan sub satuan kerja;

b Kelompok kedua merupakan kode rekening program  dan kegiatan;

c Kelompok ketiga merupakan kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan :

d Penjelasan nama-nama rekening yang telah disusun sesuai kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga

Dokumen Anggaran

	Pasal 3


Dokumen anggaran terdiri atas dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan APBD.

	Pasal 4


(1) Dokumen perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3  keputusan ini meliputi :

a. Rencana Strategis Daerah;

b. Rencana Strategis Satuan Kerja;

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;

d. Arah dan Kebijakan Umum APBD;

e. Strategi dan Prioritas APBD;

f. RASK;

g. RAPBD.

(2) Dokumen pelaksanaan APBD meliputi :

a. Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya;

b. DASK;

c. Keputusan Bupati tentang penunjukan para pelaksana anggaran;

d. STS;

e. SKO;

f. SPP;

g. SPM;

h. Daftar Penguji;

i. SPJ ………………. 13

i. SPJ;

j. Register SKO;

k. Register SPP;

l. Register SPM;

m. Register SPJ;

n. Buku Kas dan Buku Bank Kasir;

o. Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah;

p. Jurnal;

q. Buku Besar dan Buku Besar Pembantu;

r. Pengesahan PK yang terpakai.

(3) Lampiran Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun berjalan dengan sistematika  sebagai berikut :

I. Ringkasan APBD;

II. Rincian APBD;

III. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;

IV. Daftar jumlah Pegawai per golongan dan Per jabatan;

V. Daftar Piutang Daerah;

VI. Daftar Pinjaman Daerah;

VII. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;

VIII. Daftar Ringkasan Nilai aktiva Tetap Daerah;

IX. Daftar Dana cadangan.

(4) Format dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Pasal 5


(1) RASK meliputi :

a Format S1 merupakan daftar yang berisi tugas pokok dan fungsi serta visi misi sesuai dengan rencana strategis  satuan kerja;

b Format S2 merupakan daftar yang berisi program, tujuan dan sasaran program satuan  kerja;

c Format S3 merupakan daftar yang berisi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja satuan  kerja;

Format S3A merupakan daftar yang berisi rekapitulasi anggaran pendapatan satuan kerja;

e. Format ………….. 14

d Format S3A1 merupakan daftar yang berisi rincian anggaran pendapatan per sumber pendapatan dari satuan kerja;

e Format S3B merupakan daftar yang berisi rekapitulasi anggaran belanja satuan kerja;

f Format S3B1 merupakan daftar yang berisi ringkasan dan rekapitulasi anggaran belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal (belanja langsung) satuan kerja;

g Format S3B1.1 merupakan daftar yang berisi rincian anggaran belanja langsung untuk masing-masing kegiatan meliputi belanja operasi dan pemeliharaan  dan belanja modal satuan kerja, baik belanja aparatur maupun belanja publik;

h Format S3B2 merupakan daftar  yang berisi rekapitulasi anggaran belanja administrasi umum  (belanja tidak langsung) satuan kerja baik belanja aparatur  maupun belanja  publik;

i Format S3B2.1 merupakan daftar yang berisi rincian  anggaran belanja administrasi umum (belanja tidak langsung ) satuan kerja;

(2) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  berdasarkan peraturan   perundang-undangan yang berlaku.

	BAB II


PERENCANAAN,  PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Proses   Perencanaan

	Pasal 6


Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan tahapan  proses kegiatan perencanaan yaitu :

a. Penjaringan aspirasi masyarakat;

b. Penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD;

c. Penentuan Strategi dan prioritas APBD;

d. Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran.

Paragraf 1

Penjaringan Aspirasi Masyarakat

	Pasal 7


Penjaringan aspirasi masyarakat dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana Stratejik Daerah untuk memperoleh data / informasi kebutuhan dan preferensi masyarakat yang dilayani Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai bahan masukan bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam merumuskan arah dan kebijakan umum anggaran daerah pada periode anggaran tertentu.

	Pasal 8


(1) Proses kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat masing-masing dilakukan oleh :

a. DPRD pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei;

b. Pemerintah Daerah pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni; Komponen-komponen yang ada di DPRD dalam tahapan penjaringan aspirasi masyarakat adalah  Help Desk, Komisi-komisi, lintas/gabungan komisi dan panitia-panitia DPRD;

(2) Komponen-komponen yang ada di Pemerintah Daerah dalam tahapan penjaringan aspirasi masyarakat adalah Musbangdes, Diskusi UDKP, Survey kepuasan  langganan dan Help Desk;

(3) Instrumen/metoda yang digunakan dalam penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara :

a. Aktif dapat berupa :

1. Metode quisioner;

2. Metode pengamatan/ observasi;

3. Metode dialog interaktif;

b. Pasif dapat berupa :

1. Kotak saran;

2. Kotak pos;

3. Telepon bebas pulsa;

4. Jaringan Internet;

c. Reaktif dapat berupa :

1. Hearing;

2. Inspeksi mendadak (sidak);

(4) Semua  aspirasi yang disampaikan baik pada DPRD  maupun Pemerintah Daerah diidentifikasikan dan diregistrasikan sesuai bidang-bidang pembangunan;

(5) Peta permasalahan sesuai pengelompokan tersebut di atas merupakan bahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi pembangunan yang kemudian dirumuskan dalam RAPBD;

(6) Mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Paragraf 2 ……. 16

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan Arah serta Kebijakan Umum APBD

	Pasal 9


(1) Arah dan Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah yang hendak dituju dan berbagai instrumen kebijakan di bidang Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan/arah perencanaan anggaran daerah pada satu tahun anggaran tertentu;

(2) Komponen Arah dan Kebijakan Umum APBD terdiri atas Tujuan Umum Daerah dan Sasaran  Umum Daerah yang dapat disusun berdasarkan bidang kewenangan yang ada di daerah;

(3) Mekanisme Arah Kebijakan Umum APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran  II Keputusan ini.

Paragraf 3

Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD

	Pasal 10


(1) BAPEDA bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi program tahun anggaran sebelumnya pada bulan Mei;

(2) BAPEDA berkoordinasi dengan  Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Penghasil lainnya untuk melakukan analisis dan mengukur potensi pendapatan daerah pada bulan Mei;

(3) BAPEDA merancang / menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD pada awal Juni;

(4) Bupati menyampaikan rancangan Arah dan Kebijakan Umum APBD kepada DPRD pada awal bulan Juli;

Paragraf 4

Penetapan Arah dan Kebijakan Umum APBD

	Pasal 11


Pemerintah Daerah bersama DPRD menetapkan Arah Kebijakan Umum APBD dalam bentuk nota kesepakatan yang mengikat antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada bulan Juli. 

Bagian Kedua …….. 17

Bagian Kedua

Penyusunan Strategi Dan Prioritas APBD

	Pasal 12


Penentuan strategi dan prioritas APBD berfungsi sebagai kerangka kerja dalam menyusun rencana kerja untuk melaksanakan berbagai kegiatan  agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif.

	Pasal 13


Penentuan strategi dan prioritas dapat menggunakan beberapa metode yang   dipilih antara lain :

1. Metode Analisis SWOT;

2. Metode Kelompok Nominal ( Nominal Group Technique );

3. Metode Analytic Hierarchy Process;

4. Metode Teknik 10 – 4;

5. Metode Lainnya.

	Pasal 14


(1) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pasal 11 Keputusan ini, BAPEDA menyusun strategi dan prioritas APBD;          

(2) Penyusunan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  terdiri atas tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. BAPEDA menetapkan target pendapatan daerah untuk penetapan dasar pagu pendapatan dan belanja daerah pada bulan Juli – Agustus;

b. BAPEDA menyusun prioritas dan besaran alokasi anggaran (plapond) tahunan untuk Anggaran Belanja Aparatur, Belanja Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan,  Belanja Tidak Tersangka dan pembiayaan sesuai dengan arah dan kebijakan umum anggaran serta target pendapatan daerah pada bulan Agustus;

c. BAPEDA menyusun asumsi dasar kebijakan keuangan Daerah;

(3) Mekanisme penyusunan strategi dan prioritas APBD  serta Tata Caranya sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini .

Paragraf 1 ……… 18

Paragraf 1

Penyusunan Standar Analisa Belanja, Standar Pelayanan Minimal, Standar Biaya, Standar Harga barang dan Jasa serta Kode rekening

	Pasa 15


(1) Penyusunan Standar Analisa Belanja, Standar Pelayanan Minimal, Standar Biaya, Standar Harga Barang dan Jasa, dan Kode Rekening ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) BAPEDA mengadakan sosialisasi tentang arah kebijakan umum APBD, Strategi dan Prioritas APBD, Standar Analisa Belanja, Standar Pelayanan Minimal, Standard Biaya, Standar Harga Barang dan Jasa, dan Kode Rekening

	Pasal 16


(1) Penyusunan Standar Analisa Belanja dilaksanakan oleh BAPEDA;

(2) Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan;

(3) Penyusunan Standar Biaya dilaksanakan oleh Bagian Pengendalian Program dan Dinas Kimpraswil;

(4) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan oleh BAPEDA dan Bagian Organisasi;

(5)   Penyusunan Kode Rekening dilaksanakan oleh Bagian Keuangan;

	Pasal 17


TPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penyusunan RASK

	Pasal 18


(1) Arah dan Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9  keputusan ini serta strategi dan  prioritas  APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 keputusan ini  merupakan dasar dalam penyusunan RASK;

(2)  Penyusunan  …… 19

(2) Penyusunan RASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri atas tahapan kegiatan  sebagai berikut :

a TPA membuat dan menyampaikan Surat  Edaran Bupati kepada Unit Kerja  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk menyusun RASK dengan dilampiri dokumen Arah dan kebijakan Umum APBD, Dokumen Strategi dan Prioritas APBD, dan standarisasi kode rekening anggaran pada bulan Agustus;

b Satuan kerja menyusun  dan menyampaikan RASK pada bulan  Agustus ke TPA;

c TPA melakukan penelitian terhadap RASK meliputi penilaian  terhadap kesesuaian Standar Pelayanan Minimal, Standar Analisa Biaya, Standar Harga,  kode rekening anggaran, tujuan dan sasaran program serta kegiatan dan format RASK sebagai bahan penyusunan RAPBD pada bulan September;

d RASK yang belum memenuhi kriteria dikembalikan kepada Satuan kerja untuk disempurnakan pada bulan  September;

e Penyempurnaan RASK sebagaimana dimaksud huruf d ayat (2) disampaikan kepada TPA paling lambat pada bulan September.

	Pasal 19


(1) TPA menuangkan RASK ke dalam  RAPBD pada bulan  Oktober;

(2) TPA menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran pada bulan Oktober;

(3) TPA mengkonsultasikan waktu dan agenda pembahasan RAPBD dengan DPRD pada bulan Oktober;

(4) Mekanisme penyusunan RASK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV  Keputusan ini.

	Pasal 20


(1) Bupati menyampaikan Nota Keuangan tentang RAPBD pada Rapat Paripurna DPRD pada bulan  Nopember;

(2) DPRD setelah menerima Nota Keuangan tentang RAPBD melakukan pembahasan  RAPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Penetapan RAPBD menjadi APBD dengan Peraturan Daerah paling lambat tanggal 31 bulan Desember;

(4) Apabila rancangan yang telah disempurnakan tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

	BAB III


PERENCANAAN,  PENYUSUNAN 

DAN  PERUBAHAN APBD

	Pasal 21


(1)  Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan  adanya :

a Kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersifat  strategis;

b Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan; 

c Terjadinya perubahan-perubahan asumsi dasar dalam penyusunan APBD dan kebutuhan yang sangat mendesak;

d Adanya perubahan pada kelompok Belanja dan atau  jenis belanja berkenaan dengan uraian penjelasan secukupnya tentang alasan  dilakukannya perubahan tersebut.    

(2) Perubahan APBD  diawali dengan perubahan AKU serta pembahasan Strategi dan Prioritas APBD jika diperlukan dilanjutkan dengan perubahan RASK, dari satuan kerja; 

(3) Perubahan APBD sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2)  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum akhir tahun anggaran;

(4) Hasil pembahasan Perubahan RASK sebagaimana dimaksud  pada ayat  (3)   dituangkan dalam rancangan perubahan APBD;

(5) Bupati menyampaikan Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD pada Rapat paripurna DPRD;

(6) DPRD setelah menerima Nota Keuangan tentang Perubahan APBD melakukan pembahasan  RAPBD;

	Pasal 22


(1) Mekanisme pembahasan perubahan APBD sama dengan mekanisme penyusunan APBD;

(2) Format Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	BAB IV


PELAKSANAAN   APBD

Bagian Pertama

Persiapan Pelaksanaan APBD

	Pasal 23


(1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD setelah APBD ditetapkan;

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disusun menurut jenis, kelompok, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

	Pasal 24


(1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Sekretaris Daerah, menetapkan RASK menjadi DASK;

(2) Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah  Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;

	Pasal 25


(1) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap awal tahun anggaran menetapkan para pejabat pengelola APBD dengan Keputusan Bupati;

(2) Pejabat Pengelola APBD sebagaimana dimaksud ayat (1)  terdiri atas :

a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKO;

b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPP;

c. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani  SPM;

d. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Penguji;

e. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek;

f. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan SPJ;

g. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya ,yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;

h. Pejabat ……… 22

h. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan pembantu Pemegang Kas;

i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti dasar pungutan pendapatan daerah;

j. Pejabat yang diberi wewenang  menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan 

k. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja

	Pasal 26


Pimpinan Satuan Kerja, selaku pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran pada Satuan kerjanya.    

	Pasal 27


Penyerapan anggaran dilakukan oleh Pemegang Kas Satuan Kerja atas perintah Pimpinan Satuan Kerja, penyerapan dimaksud melalui mekanisme sebagai berikut.

1. Berdasarkan DASK, Pengendali kegiatan mengajukan permohonan anggaran pada Pimpinan Satuan Kerja;

2. Pimpinan Satuan Kerja memberikan disposisi terhadap permohonan anggaran dari pengendali kegiatan;

3. Disposisi yang menyatakan setuju atas penyerapan anggaran, dilanjutkan pada Pemegang Kas untuk dasar pengajuan SPP, dan disposisi yang menyatakan penolakan disampaikan kembali pada pengendali ksegiatan.

4. SPP, oleh Pemegang Kas diregister dalam Buku Register SPP.

5. SPP yang sudah direalisasi,dibukukan pada Buku Kas Umum Pemegang Kas (Kasir), serta disampaikan beritanya pada pimpinan kegiatan.

6.  Berdasar …….. 23

6. Berdasar batas waktu yang diatur dalam DASK Pembantu Pemegang Kas (Pembuat Dokumen) membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran.

7. Surat Pertanggungjawaban harus dilampiri dengan tanda bukti transaksi dan ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja.

8. Lampiran tanda bukti transaksi ditandatangani oleh Kasir pembayar dan disetujui bayar oleh Pemegang Kas dan diketahui oleh Pimpinan Satuan Kerja.

9. Surat Pertanggungjawaban beserta lampirannya disampaikan pada Bagian Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Pada Bagian Keuangan Dan Bendahara Umum Daerah

	Pasal 28


(1) Penyerapan anggaran melalui SPP  diajukan oleh Satuan Kerja;

(2) SPP dimaksud pada ayat (1) dapat melalui mekanisme Beban tetap atau Pengisian Kas.

	Pasal 29


(1) Mekanisme Beban Tetap untuk pembayaran Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan,Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan administrasi pinjaman,Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak ketiga, Pembelian barang dan Jasa yang melalui pesanan,pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan swakelola berdasarkan Keputusan Bupati;

(2) Pembayaran atas Beban tetap dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain  :

a. SPP-BT

b. Nomor Pokok Wajib Pajak

c. SKO

d. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja

e. Penunjukan Rekanan, disertai risalah pelelangan.

f.   SPK ………… 24

f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan.

g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa

h. Tanda terima pembayaran,kwitansi,nota dan atau faktur yang disetujui Pimpinan Satuan kerja.

i. Berita Acara tingkat penyelesaian pekerjaan

j. Berita Acara Penerimaan Barang/pekerjaan

k. Faktur pajak

l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah

m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak

n. Foto-foto yang menunjukan tingkat kemajuan pekerjaan

o. Surat angkutan

p. Konosemen

q. Surat jaminan uang muka

r. Berita acara pembayaran

s. Surat pendukung lainnya.

(3) Pembayaran untuk pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2);

(4) Besaran pembayaran Pengisian Kas ditetapkan berdasar Surat Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran bulan sebelumnya yang telah disahkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2);

(5) Pengisian Kas  tahun anggaran disesuaikan dengan Cash Budget ditetapkan oleh Bupati.

	Pasal 30


(1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c dapat diterbitkan SPM.

(2) Batas waktu antara penerimaan SPP dengan penerbitan SPM oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi pemerintahan Daerah.

Pasal 31 ……. 25

	Pasal 31


(1) SPM dicatat dalam buku register SPM dan Daftar Penguji SPM;

(2) Daftar Penguji SPM disampaikan pada Bendahara Umum Daerah,untuk digunakan sebagai kartu kendali penerbitan Cek;

(3) Daftar Penguji SPM bersifat Rahasia.

	Pasal 32


(1) SPM oleh pengguna anggaran disampaikan pada Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan pembayaran;

(2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerbitan Cek atas nama seperti alamat pada SPM;

(3) Pengambilan Cek Harus dilakukan sendiri atau dikuasakan;

(4) Penguasaan Pengambilan Cek harus disertai dengan Surat Kuasa di atas kertas bersegel, atau bermeterai berdasarkan Peraturan yang berlaku;

(5) Penerbitan Cek pada tanggal SPM disampaikan pada Bendahara Umum Daerah atau berlaku mundur atas permintaan Terbayar;

(6) Penerbitan Cek merupakan nilai bersih, setelah dikurangi potongan-potongan sebagaimana dijelaskan dalam SPM dan ditanda tangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2);

(7) Tanda bukti potongan-potongan disampaikan kepada Terbayar setelah  disahkan oleh penerima potongan atau Bank persepsinya.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pada Satuan Kerja

	Pasal 33


(1) Dinas Pendapatan Daerah, mengkoordinasikan semua obyek pendapatan Daerah;

(2) Berdasarkan ayat (1) tersebut Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab terhadap penerbitan SKPD dan SKRD;

(3) Dalam hal tertentu Bupati dapat merefungsionalisasi penerbitan SKRD.

Pasal 34 ……….. 26

	Pasal 34


(1) SKPD untuk tahun berjalan didistribusikan kepada wajib Pajak pada awal Januari tahun bersangkutan;

(2) Wajib Pajak Daerah dapat membayar kewajibanya langsung pada Kas Daerah atau melalui Petugas Pemungut Pajak Daerah;

(3) Pembayaran atas Pajak Daerah dianggap sah apabila telah diterbitkan Surat Tanda Setoran sesuai dengan obyek pajaknya oleh Bendahara Umum Daerah;

(4) Petugas Pemungut Pajak Daerah yang menerima pembayaran Pajak Daerah wajib menyetorkan pada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam tempo 24  (dua puluh empat) jam setelah diterima;

(5) Petugas Pemungut Pajak yang menerima pembayaran Pajak daerah wajib menerbitkan Surat Tanda Setoran obyek Pajak Sementara;

(6) Surat Tanda setoran dimaksud dalam ayat (5) ditandatangani oleh Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kasubdin yang menangani atas nama Kepala Dinas Pendapatan.

	Pasal 35


(1) Bagi Satuan Kerja Pengelola Retribusi Daerah, berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah dalam hal penerbitan SKRD;

(2) Pembayaran Retribusi daerah dapat dilakukan langsung pada Kas daerah atau melalui petugas Pemungut Retribusi daerah;

(3) Petugas Pemungut Retribusi Daerah yang menerima pembayaran Retribusi Daerah berkewajiban menyetorkan pada Kas Daerah dalam tempo 24 (dua puluh empat) Jam setelah menerima pembayaran retribusi Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan

	Pasal 36


(1) Pembiayaan dibagi atas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   terdiri  atas :

a.  Transper ………. 27

a. Transfer dari dana cadangan ;

b. Hasil penjualan saham daerah;

c. Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah;

d. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  terdiri atas :

a. Transfer ke dana cadangan ;

b. Penyertaan modal;

c. Pembayaran utang  pokok yang jatuh tempo;

d. Sisa lebih  perhitungan anggaran tahun berjalan.

	Pasal 37


(1) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD;

(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diatur dengan  Keputusan Bupati.

	Pasal 38


Penggunaan Dana Cadangan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

                                                     Paragraf   1

Susunan Organisasi Pelaksanaan Kegiatan

	Pasal 39


Unsur pelaksana kegiatan terdiri atas :

a Penanggungjawab dan Pembina Program;

b Wakil Penanggungjawab dan Pembina Program;

c Pengarah Program;

d Penanggungjawab Kegiatan;

e Pengendali Kegiatan;

f Pimpinan Kegiatan;

g Pelaksana Teknis Kegiatan;

h Pelaksana Administrasi Kegiatan.

Pasal 40 ……. 28

	Pasal 40


(1) Penanggungjawab dan Pembina Program, untuk seluruh Program yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah Bupati Majalengka;

(2) Tugas Penanggung jawab dan pembina program adalah memformulasikan kebijakan program-program kegiatan dan memantau pelaksanaan tugas tim, serta memberikan saran dan pendapat bila menghadapi masalah.

	Pasal 41


(1) Wakil Penanggungjawab dan Pembina Program untuk seluruh Program yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah Wakil Bupati Majalengka;

(2) Tugas Wakil penanggung jawab dan pembina program adalah membantu pelaksanaan tugas penanggungjawab dan pembina program.

	Pasal 42


(1) Pengarah Program, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka selaku Pengarah dan Koordinator Program;

(2) Tugas dan fungsi pengarah program adalah  mengarahkan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program-program yang tersebar di masing-masing satuan kerja.

	Pasal 43


(1)   Penanggungjawab kegiatan dijabat oleh :

a Di lingkungan Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah dan Wakilnya para Asisten;

b Di lingkungan Sekretariat Dewan adalah Sekretaris Dewan;

c Di lingkungan Badan adalah Kepala Badan;

d Di lingkungan Dinas adalah Kepala Dinas;

e Di lingkungan Kantor adalah Kepala Kantor;

f Di lingkungan Kecamatan adalah Camat.

(2)  Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab Kegiatan adalah :

a.  Menyusun …….. 29

a Menyusun Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di satuan kerja masing-masing;

b Mengkoordinasikan, menyelaraskan dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan satuan kerja masing-masing;

c Memberikan petunjuk dan arahan dalam rangka pencapaian program kegiatan ;

d Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Bupati;

e Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Majalengka;

	Pasal 44


(1) Pengendali  kegiatan dijabat oleh :

a. Di lingkungan Sekretariat Daerah adalah para Kepala Bagian;

b. Di lingkungan Sekretariat Dewan adalah para Kepala Bagian/Kepala Bagian Tata Usaha ;

c. Di lingkungan Badan adalah Kepala Bidang/ Sekretaris;

d. Di lingkungan Dinas adalah Kepala Sub Dinas /Kepala Bagian Tata Usaha;

e. Di lingkungan Kantor adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Kepala Seksi;

f. Di lingkungan Kecamatan adalah  Sekretaris Camat;

g. Di lingkungan UPTD adalah Kepala UPTD;

h. Di lingkungan Kelurahan adalah Lurah.

(2) Tugas dan tanggungjawab Pengendali Kegiatan adalah melaksanakan penyusunan, pembinaan, pengendalian  dan pengawasan  kegiatan, sedangkan fungsi pengendali kegiatan adalah 

a. Penyusunan rencana kegiatan; 

b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan;

c. Evaluasi dan pelaporan kegiatan;

d. Pelaksanaan pengawasan kegiatan;

	Pasal 45


(1)  Pimpinan kegiatan dijabat oleh :

a. Di lingkungan Sekretariat Daerah adalah para Kepala Sub Bagian;

b. Di lingkungan Sekretariat Dewan adalah para Kepala Sub Bagian;

c.  Di Lingkungan …….. 30

c. Di lingkungan Badan adalah Kepala Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian;

d. Di lingkungan Dinas adalah Kepala Seksi /Kepala Sub Bagian;

e. Di lingkungan Kantor adalah Kepala Seksi;

f. Di lingkungan Kecamatan adalah  Kepala Seksi;

g. Di lingkungan Kelurahan adalah Kepala Seksi.

(2) Tugas dan tanggungjawab Pimpinan Kegiatan adalah :

a. Menyusun jadwal kegiatan ;

b. Menyusun rencana kebutuhan belanja;

c. Membuat laporan perkembangan kegiatan sesuai dengan tolok ukur kegiatan yang  telah ditetapkan kepada penanggungjawab  kegiatan ;

d. Bertanggungjawab atas penyelesaian  kegiatan tepat pada waktunya.

	Pasal 46


(1) Pelaksana Teknis kegiatan dijabat oleh para  pelaksana yang ditunjuk Kepala Satuan Kerja sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Tugas dan tanggungjawab Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

a. Membantu Pimpinan Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan  jenis dan sifat kegiatannya.

b. Melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh pimpinan  kegiatan. 

	Pasal 47


(1) Pelaksana Administrasi Kegiatan dijabat oleh  para  pelaksana yang ditunjuk Kepala Satuan Kerja sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Administrasi Kegiatan adalah :

a. Membantu Pimpinan Satuan Pemegang Kas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kegiatan.

b. Membantu Pimpinan Kegiatan dalam mempersiapkan administrasi kegiatan.

c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan kegiatan.

Paragraf 2 …………….. 31

Paragraf 2

Pemegang Barang dan Pemegang Kas

	Pasal 48


(1) Pada setiap Satuan Kerja dibentuk Pemegang Barang dan Satuan Pemegang Kas;

(2) Satuan Pemegang Barang adalah Pejabat yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Atasan Langsung ;

(3) Satuan Pemegang Barang terdiri dari :

a. Bendahara Umum Barang berada pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Majalengka dengan Atasan Langsungnya Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Majalengka.

b. Pemegang Barang pada Setda berada pada Bagian Perlengkapan dengan Atasan Langsungnya Kepala Bagian Perlengkapan sedangkan Pemegang Barang Unit (Bagian) Atasan Langsungnya adalah Kepala Bagian yang bersangkutan.

c. Pemegang Barang pada Satuan Kerja berada pada masing-masing Satuan Kerja dengan Atasan Langsungnya Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

(4) Satuan Pemegang Kas dipimpin oleh seorang Pemegang Kas yang bertanggung jawab melaksanakan dan menatausahakan  keuangan daerah, dibantu oleh Pembantu Pemegang Kas yang terdiri atas Kasir (Untuk Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah di bentuk Kasir penerima uang/ Penerima Pendapatan Daerah), Penyimpan uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang, Pembuat SPP gaji dan Pelaksana Administrasi Kegiatan;

(5) Satuan Pemegang kas pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD/ Sub Dinas/ Bagian Tata Usaha /Camat mempunyai garis koordinasi dengan sub satuan pemegang kas pada Unit Organisasi  Bagian / UPTD/ Cabang Dinas/ Kelurahan ;

(6) Unsur Sub Satuan Pemegang Kas terdiri dari :

a. Pemegang Kas;

b.  Pembantu ……… 32

b. Pembantu Pemegang kas terdiri dari : Kasir (Untuk Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah di bentuk Kasir penerima uang/ Penerima Pendapatan Daerah ), Penyimpan uang,   Pencatat Pembukuan, Pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang, Pembuat SPP gaji dan Pelaksana Administrasi Kegiatan;

(7) Atasan langsung Pemegang Kas adalah Kepala Satuan Kerja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Memberikan persetujuan atas tagihan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan anggaran;

b. Melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Satuan Pemegang Kas (SPK) secara rutin minimal 3 bulan sekali.

(8) Pemegang Kas mempunyai tugas dan  tanggungjawab :

a. Mengkopilasi rencana kebutuhan anggaran untuk masing-masing kelompok belanja;

b. Mengajukan SPP kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Ub Bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka;

c. Mencairkan SPM ke Kas Daerah;

d. Membuat perhitungan pertanggungjawaban atas keuangan yang dikelola;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui Bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;

f. Bertanggungjawab atas seluruh uang yang dikelola dan bertanggungjawab atas kebenaran seluruh tanda bukti pengeluaran;

g. Menandatangani Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Administrasi Umum.

(9) Pembantu Pemegang Kas mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Kasir mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Melakukan pembayaran atas semua tagihan-tagihan berdasarkan tanda bukti tagihan yang sah atas perintah Pemegang Kas;

2. Mencatat setiap  transaksi penerima uang dari penyimpan uang dan pengeluaran uang dalam buku Kas Harian Kasir;

3. Menutup buku Harian Kas Kasir setiap hari;

4. Melaporkan posisi Kas Harian kepada pemegang Kas;

5.  Bertanggungjawab …………… 33

5. Bertanggungjawab atas uang yang dikelolanya; Pada setiap Sub Satuan Kerja ( Sub Dinas/ Bidang/ Bagian/ Kelurahan ) dapat dibentuk Kasir Pembantu yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Kasir pada Satuan Kerja dan bertanggungjawab pada Pemegang Kas;

6.   Menyerahkan tanda bukti pengeluaran;

7.   Buku Panjer Kerja.

b. Penyimpan Uang mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan Penyimpanan Uang;

2. Mencatat setiap penyimpanan dan pengeluaran uang pada buku simpanan uang;

3. Melaporkan posisi uang setiap hari pada pemegang Kas;

4. Bertanggungjawab atas keamanan uang yang dikelolanya;

5. Tanda terima dari Kasir.

c. Pencatatan  Pembukuan mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Menyimpan dan melakukan pengamanan dokumen keuangan;

2. Mencatat setiap transaksi  penerimaan PAD dan lainnya serta mencatat transaksi pengeluaran yang sah (SPM, PPh, PPN, dan lain-lain diluar PAD) dan mencatat setiap transaksi pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur ke dalam Buku Kas Umum dan mencatat  bukti-bukti tersebut ke dalam buku-buku pembantu berdasarkan rincian obyek pada masing-masing kelompok belanja baik bagian belanja aparatur maupun belanja publik;

3. Mencatat dokumen-dokumen keuangan ke dalam buku-buku register  sesuai ketentuan;

4. Mengerjakan Buku Administrasi Umum;

5. Menerima tanda bukti pembayaran dari kasir;

6. Menerima bukti Pembayaran Panjer Kerja dan definitif (beban belanja).

d. Pembuat dokumen mempunyai tugas  dan tanggungjawab :

1. Membuat  Dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya;

2. Menyediakan tanda bukti (Kwitansi) Pengeluaran Kas atas dasar Nota Bon/ Faktur atau bukti pengeluaran Kas lainnya;

e. Pembuat SPP Gaji mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Penyiapan Data untuk bahan pembuatan SPP Gaji.

2.  Menrima uang ………… 34

2. Menerima uang dari kasir untuk membayar Gaji kepada pegawai yang berhak menerimanya sesuai dengan Daftar Gaji yang diterima dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Majalengka;

f.  Pelaksana Administrasi Kegiatan mempunyai tugas dan tanggungjawab :

1. Mengerjakan Buku kegiatan ditandatangani oleh Pemegang Kas dan disetujui oleh Atasan Langsung;

2. Mengerjakan Buku Kas Pembantu;

3. Membuat Kwitansi pembayaran rangkap 4;

4. Menutup Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu;

5. Melaporkan kegiatan Kas.

g.  Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tugas dan tanggungjawab menerima, mencatat, menyetorkan penerimaan PAD ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa, 

	Pasal 49


(1) Tata cara perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan Barang Daerah diatur dalam Keputusan Bupati;

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang Daerah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang / Pekerjaan Daerah (P3D) yang dibentuk dengan keputusan Bupati;

(3) Untuk mengawasi dan mengendalikan program/kegiatan pada satuan kerja dibentuk Tim Pembina program APBD Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;

(4) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab pada barang di lingkungannya dan melaporkan kepada Bupati secara periodik maupun insidentil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Setiap Hasil Kegiatan yang dibiayai dari APBD maupun dana Lainnya yang merupakan milik Daerah harus diserahkan kepada Bupati berikut Dokumen Kepemilikannya dengan Berita Acara untuk penyelesaian Inventarisasinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(6)  Berdasarkan …………. 35

(6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati menetapkan pemanfaatannya.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah

	Pasal 50


(1) Mengingat fungsi pelayanan Rumah Sakit Unit Swadana Daerah yang tidak dapat ditunda karena menyangkut penyelamatan nyawa pasien, maka untuk tata usaha keuangan RS Unit Swadana Daerah diatur sebagai berikut :

a Penganggaran dan pelaksanaan tata usaha keuangan RS Unit Swadana mengikuti pola Kepmendagri 29 Tahun 2002, maka RS Unit Swadana Daerah bertindak sebagai pengguna Anggaran;

b Di RS Unit Swadana Daerah dibentuk Satuan Pemegang Kas ( SPK ) yang berfungsi sebagai pelaksana tata usaha keuangan, baik uang masuk maupun uang keluar;

c Uang hasil pendapatan RS Unit Swadana Daerah yang berkaitan dengan layanan jasa RS Unit Swadana Daerah, baik langsung maupun tidak langsung, disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah;  

d SKO dapat diterbitkan sekaligus untuk pengeluaran 1 (satu) Tahun anggaran berdasarkan Cash Budget;

e Pengajuan SPP Beban Tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f Pengajuan SPP pengisian Kas di RS Unit Swadana Daerah diatur sebagai berikut :

1) Pada awal tahun, kas pada SPK diisi dengan sejumlah dana untuk mencukupi kebutuhan likuiditas minimal RS Unit Swadana Daerah, sekurang-kurangnya untuk kebutuhan 2 (dua) bulan ke depan;

2) SPJ atas pemakaian uang oleh SPK disampaikan ke Bagian Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya;

3) Mengajukan SPP pengisian Kas tidak perlu dirinci penggunaannya;

4)  Penerbitan ………… 36

4) Penerbitan SPM pengisian kas berdasarkan pengajuan SPP pengisian kas tanpa harus menunggu pengesahan SPJ bulan-bulan sebelumnya;

5) Jumlah maksimal pengajuan SPP pengisian kas untuk bulan-bulan berikutnya dihitung sebagai berikut :

(Jumlah kebutuhan kas untuk kebutuhan 2 (dua) bulan ke depan DIKURANGI jumlah akumulatif uang kas SPK yang belum di-SPJ-kan)

(2) Setiap pembayaran atas beban belanja RS Unit Swadana Daerah, baik pembayaran kepada pihak internal (pembayaran insentif dokter spesialis, dsb.) berdasarkan pada Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati yang berkenaan dengan pengeluaran tersebut.

(3) RS Unit Swadana dilarang membayar suatu beban yang tidak ada, tidak sesuai dan atau tidak cukup anggarannya dalam APBD.

	BAB V


SISTEM  AKUNTANSI  KEUANGAN  PEMERINTAH   DAERAH

Bagian Pertama

Proses Akutansi Keuangan Daerah 

	Pasal 51


(1) Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah  meliputi proses pencatatan, penggolongan, penganalisaan,  pengikhtisaran  transaksi / kejadian keuangan serta  pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah;

(2) Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

	Pasal 52


(1) Bagian Keuangan cq Sub Bagian pembukuan mencatat  semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas atau non kas yang terjadi di Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen sumber (SPM dan STS) pada buku jurnal yang disediakan.

(2)   Pencatatan ………. 37

(2) Pencatatan ke dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan secara kronologis .

(3) Buku jurnal ditutup secara kumulatif setiap hari  dan diikhtisarkan pada setiap akhir bulan .

(4) Pembantu pemegang kas yang berfungsi sebagai tenaga pencatatan pembukuan pada dinas/lembaga mencatat semua transaksi atau kejadian keuangan yang menyangkut kas dan non kas yang terjadi di dinas/ lembaga  berdasarkan dokumen  sumber (SPM, STS dan bukti transaksi ) pada buku Kas Umum Pemegang Kas yang disediakan.

(5) Pencatatan ke dalam buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  dilaksanakan secara  kronologis.

(6) Buku Kas Umum ditutup dan diikhtisarkan pada setiap hari, cara pengisian dan format Buku Kas Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Bagian Keuangan bertanggungjawab terhadap proses Akuntansi Keuangan Daerah.

	Pasal 53


(1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar, baik di  Bagian Keuangan  cq Sub Bagian Pembukuan maupun di Pembantu Pemegang Kas  yang berfungsi sebagai pencatatan pembukuan  pada dinas/ lembaga teknis.

(2) Buku besar ditutup dan diringkas pada setiap akhir bulan;

(3) Angka saldo akhir bulan dipindahkan menjadi saldo awal bulan berikutnya;

(4) Untuk alat uji silang dan melengkapi  informasi tertentu  dalam buku besar digunakan Buku Besar Pembantu cara pengisian dan Format Buku Besar Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga ………… 38

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran Pada Kas Daerah

Paragraf 1

Penyetoran

	Pasal 54


(1) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah.

(2) Penyetoran dimaksud dapat melalui Bendahara Umum Daerah atau langsung ke Bank persepsi.

(3) Penyetoran langsung pada Bank persepsi harus diminta slip setorannya, kemudian slip setoran dimaksud sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Setoran.

	Pasal 55


Penyetoran uang pada Rekening Kas Daerah yang bersumber dari PAD harus berupa uang tunai.

	Pasal 56


(1) Untuk penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan harus dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Bagian Keuangan atas pelimpahan wewenang dari Bupati dan  diterima oleh Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Kas Daerah;

(2) Penyetoran uang pada rekening Kas Daerah yang berasal dari dana perimbangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau juknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat;

(3) Segala biaya yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

	Pasal 57


Penyetoran uang pada rekening Kas daerah yang berasal dari Pendapatan lain-lain yang sah dapat berupa uang tunai atau transfer antar Bank.

Pasal 58 ………….. 39

	Pasal 58


(1) Untuk Petugas Pemungut dari Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang berada sampai dengan radius 15 Km dengan Bank persepsi termasuk Cabang atau Cabang Pembantunya, berkewajiban menyetor pada hari yang bersamaan paling lambat 1 x 24 jam.

(2) Untuk Petugas Pemungut dari Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah yang berada pada radius lebih 15 Km dengan Bank persepsi termasuk Cabang atau Cabang Pembantunya, berkewajiban menyetor paling lambat 2 x 24 jam setelah pemungutan.

(3) Panyetoran melalui Bank, slip setoran harus diterima Bendahara Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam, bagi penyetor yang berada sampai dengan 15 KM dan paling lambat 2 x 24 jam bagi yang berada pada radius lebih dari 15 KM.

(4) Slip setoran sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Setoran diserahkan ke  Bendahara Umum Daerah pada hari itu juga.

	Pasal 59


Semua transaksi penerimaan dicatat dalam buku jurnal penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencatatan Penerimaan Kas pada Jurnal Penerimaan dilakukan pada hari dimana bukti-bukti transaksi sudah sah.

2. Sahnya bukti transaksi penerimaan yang bersumber pada Pandapatan Asli Daerah adalah diterbitkannya Surat Tanda Setoran.

3. Sahnya transaksi penerimaan yang bersumber pada dana perimbangan adalah diterimanya bukti transfer yang diterbitkan 0leh Bank.

Paragraf 2

Penarikan Uang pada Kas Daerah

	Pasal 60


Penarikan uang pada Kas Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau Surat Perintah Transfer.

Pasal 61 …………… 40

	Pasal 61


(1) Penarikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas fungsi Ordonator.

(2) Penarikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 harus diperhitungkan dengan pajak-pajak yang membebani.

(3) Perhitungan potongan pajak disetor pada Kas Negara melalui bank persepsinya secara kumulatif dari transaksi pada hari berkenaan dengan cara Surat Perintah Transfer yang dilengkapi dengan Bilyet Giro.

	Pasal 62


Penarikan dengan menggunakan Cek sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dengan ketentuan :

1. Cek harus atas beban Kas Daerah.

2. Nilai dalam Cek merupakan nilai bersih setelah dipotong pajak, jika ada.

3. Cek sebaiknya ditandatangani oleh sedikitnya 2 (dua) Pejabat  agar terjadi chek and rechek.

4. Cek harus bermaterai  cukup  biaya dibebankan kepada penerima uang.

5. Lembar bagian belakang Cek harus distempel ukuran 3 x 6 cm dengan kolom Nomor SPM,Tanggal SPM, Rekening Lawan dan Pembuat Cek.

6. Nomor Cek yang tercetak harus dicatat dan dibukukan ke dalam pembukuan Bendahara Umum Daerah.

7. Biaya pengadaan blanko Cek dianggarkan pada belanja operasi dan Pemeliharaan Bendahara Umum Daerah.

Paragraf  3

Penyimpanan Uang Daerah

	Pasal 63


(1) Untuk membukukan Rekening Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah  harus melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Bank yang akan dipilih;

(2) Penelitian ……….. 41

(2) Penelitian dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkaitan dengan :

a. Cakupan Bank,  nasional atau lokal.

b. Sehat tidaknya Bank yang akan dipilih.

c. Banyaknya cabang atau cabang pembantu di setiap kecamatan.

d. Kecepatan menstransfer uang yang diterima Bank ke rekening Kas Daerah (on line system).

e. Tingkat suku bunga berbagai jenis simpanan pada Bank.

	Pasal 64


(1) Hasil penelitian dimaksud dalam pasal 63 disusun dalam bentuk laporan untuk disampaikan pada Bupati sebagai bahan pertimbangan.

(2) Bersamaan dengan penyampaian hasil penelitian calon Bank persepsi, Bendahara Umum menyampaikan konsep Surat Keputusan Penunjukan Bank persepsi.

	Pasal 65


(1) Uang daerah disimpan dalam bentuk giro dan atau deposito;

(2) Penyimpanan uang dalam bentuk deposito harus tetap memperhatikan ketersediaan dana untuk transaksi keuangan daerah;

(3) Untuk menjamin ketersediaan dana dimaksud dalam ayat (2) pengkajian didasarkan pada anggaran kas dan perilaku penerimaan dan pengeluaran harian.

Paragraf 4

Penatausahaan Kekayaan Daerah

	Pasal 66


(1) Bendahara Umum Daerah melakukan penatausahaan Kekayaan Daerah yang diperoleh sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, yang tertuang dalam Neraca Awal Daerah, Kekayaan Daerah yang diperoleh setelah Peraturan Pemerintah dimaksud dan Kekayaan Daerah pada tahun berjalan.

(2) Bendahara Umum Daerah menyimpan  seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan daerah lainnya.

(3) Hasil …………………… 42

(3) Hasil penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Daftar Nilai  Aktiva Tetap Daerah dengan format Uraian, Bukti Kepemilikan, Tahun Perolehan, Nilai Awal, Penambahan, Pengurangan, Nilai Akhir, Penjelasan serta Jumlah.

	Pasal 67


Bagi Satuan Kerja yang mengalokasikan dana depresiasi pada asset yang dikelolanya, harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban  Peruntukannya kepada Bendahara Umum Daerah.

	Pasal 68


Asset daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan ketentuan yang berlaku (sambil menunggu Standar Akuntansi Keuangan Daerah).

Paragraf 5

Pencatatan Dan Pelaporan

	Pasal 69


(1) Rekapitulasi transaksi dicatat dalam format Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah dan ditutup setiap hari;

(2) Format sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  disampaikan pada Bagian Keuangan H + 1.

	Pasal 70


Buku Jurnal, baik Jurnal Penerimaan maupun Jurnal Pengeluaran ditutup setiap hari transaksi.

	Pasal 71


Buku Jurnal sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 diposting ke dalam Buku Besar.

	Pasal 72


Bendahara Umum Daerah mengerjakan  :

1. Buku ………. 43

1. Buku Kas Umum.

2. Buku Simpanan Bank.

3. Buku Kendali Cek.

4. Buku Register Surat Perintah Transfer.

5. Buku Register Surat Tanda Setoran.

6. Buku Potongan Pajak.

7. Buku Potongan lainnya.

8. Buku Penerimaan.

9. Buku Pengeluaran.

10. Buku Kerja untuk Rekonsiliasi Bank.

11. Buku Kendali Pengeluaran.

12. Buku Kendali Penerimaan.

13. Buku Aktiva Tetap Daerah

	BAB VI


PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan 

	Pasal 73


(1) Pembinaan terhadap Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Bupati;

(2) Dalam Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Terpadu;

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ini  berupa pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, Supervisi atas dan Evaluasi dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Paragraf 1

Pengawasan 

	Pasal 74


(1) Untuk menjamin efesiensi dan efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional ;

(2)  Pengawas …………… 44

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek Pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah Daerah;

(3) Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 2

Pengawasan Fungsional Internal dan Ekternal

	Pasal 75


(1) Pengawas fungsional internal yaitu Badan Pengawas Daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal atas Pengelolaan Keuangan Daerah;

(2) Pengawasan fungsional  internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  yang berlaku;

(3) Pengawasan fungsional  internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  melaporkan hasil pengawasannya kepada   Bupati  serta memberikan saran dari hasil temuanya kepada aparat pelaksana anggaran;

(4) Pengawasan fungsional internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   mencakup  seluruh aspek  keuangan  daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana  penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah;

(5) Jenis pengawasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4)   meliputi pengawasan aspek  keuangan, aspek manajemen dan aspek operasional;

(6) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah  tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah;

(7) Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6)  termasuk menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Bagian Kedua ……………….. 45

Bagian Kedua

Pengawasan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

	Pasal 76


(1) Pengawasan Keuangan Daerah selama dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (1) dalam subjek tertentu dilaksanakan oleh pengawas fungsional;  

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan, pengawas fungsional eksternal terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Daerah.  

	BAB VII


PENYUSUNAN PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perhitungan APBD

	Pasal 77


Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang bertanggungjawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani tahun anggaran yang berkenaan.

	Pasal 78


(1) Agar laporan  keuangan  menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban  yang diperhitungkan pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum.

Pasal 79 ……………… 46

	Pasal 79


(1) Bendahara Umum Daerah menutup semua  transaksi penerimaan  kas dan transaksi pengeluaran kas  setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tahun anggaran  berakhir  Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam  berita acara.

	Pasal 80


(1) Setelah tahun anggaran berakhir semua buku catatan akuntansi ditutup;

(2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum;

(3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi   tahun anggaran berikutnya.

	Pasal 81


(1) Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun perhitungan anggaran mempersiapkan draft rancangan peraturan daerah  tentang perhitungan APBD;

(2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan;

(3) Uraian perhitungan APBD terdiri atas anggaran setelah perubahan, rincian realisasi dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah;

(4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  disertai dengan penjelasan tentang penyebab selisih  antara terjadinya anggaran dengan realisasi baik karena faktor terkendali maupun  yang tidak terkendali  penanggung jawab program/ kegiatan.

Paragraf …………….. 47

Paragraf 1

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perhitungan APBD

	Pasal 82


(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1)  disampaikan Bupati kepada DPRD untuk diminta persetujuan;

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   dilampiri dengan Nota perhitungan  APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah;

(3) Masukan dari masyarakat  atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang  Perhitungan APBD.

Paragraf 2

Penetapan Perhitungan   APBD

	Pasal 83


(1) Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1)  beserta lampirannya  ditentukan oleh DPRD;

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD yang telah disetujui  oleh DPRD  disahkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran  berakhir;

(3) Penilaian Pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur rancangan strategis ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Pasal 84


(1) Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran perhitungan APBD;

(2) Penjabaran perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    dilengkapi dengan lampiran-lampiran  yang merupakan  bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut;

(3) Lampiran …………… 48

(3) Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  terdiri atas :

a. Ringkasan perhitungan APBD.

b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan.

c. Rincian Perhitungan APBD.

d. Daftar Rekapitulasi perhitungan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat Daerah.

e. Daftar piutang  Daerah.

f. Daftar pinjaman Daerah.

g. Daftar investasi (penyertaan modal ) Daerah.

h. Daftar Realisasi  Dana Cadangan.

i. Daftar cek  yang masih belum dicairkan.

j. Daftar aset  yang diperoleh  pada tahun berkenaan dan

k. Laporan   keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri  dari Neraca, laporan rugi laba dan laporan aliran kas.

(4) Rincian perhitungan APBD  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  huruf c  memuat uraian kelompok, jenis, sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

	BAB VIII


PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

	Pasal 85


(1) Dinas, Badan, Kantor, Bagian dan  Kecamatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan satuan kerjanya masing-masing secara bulanan, triwulanan dan tahunan / laporan kinerja kepada  Bupati;

(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   berbentuk laporan  realisasi  pelaksanaan APBD triwulanan yang disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas ) hari  setelah akhir triwulan;

(3) Laporan tahunan/ laporan kinerja   sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   terdiri dari : Laporan Realisasi  pelaksanaan APBD  tahunan, neraca dan laporan aliran kas yang disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari  setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 86 …………… 49

	Pasal 86


(1)  Laporan Kepala Daerah terdiri atas :

a. Laporan Pelaksanaan APBD triwulanan;

b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahunan yang meliputi :

I. Laporan Perhitungan APBD

II. Nota Perhitungan APBD

III. Laporan Aliran Kas

IV. Neraca Daerah

(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun  Anggaran.

	Pasal 87


Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 86 harus memenuhi kriteria :

a. Dapat diandalkan

b. Relevan

c. Dapat dipahami

d. Dapat dibandingkan

e. Tepat waktu

f. Konsisten

	BAB IX


TATA KERJA

	Pasal 88


Dalam Melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB X ………………. 50

	BAB X


KETENTUAN  PENUTUP

	Pasal 89


Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

	Ditetapkan di 
	Majalengka

	pada tanggal
	15 Juli 2003

	BUPATI MAJALENGKA,

Cap / ttd

Hj. TUTTY  HAYATI  ANWAR




	Diundangkan di 
	
	Majalengka

	pada tanggal
	
	21 Juli 2003

	  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

M A C H A L I,  SH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331


	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2003 NOMOR  10    SERI  A


	LAMPIRAN I :
	KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

	
	Nomor
	:
	420 Tahun 2003

	
	Tanggal
	:
	 15  Juli 2003

	
	Tentang
	:
	SISTEM  DAN  PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH


PENJARINGAN  ASPIRASI  MASYARAKAT

I.
PENDAHULUAN

1.
Latar Belakang

Pengalokasian sumber daya, peningkatan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah dan memunculkan cost recovery (melalui partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan publik).  Pandangan seperti itu dibangun atas dua asumsi, Pertama, Pemerintah Daerah lebih dekat dengan masyarakatnya sehingga lebih memiliki informasi yang lengkap tentang kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat.  Kedua masyarakat setempat lebih peduli pada kegiatan Pemerintah Daerah dibandingkan kegiatan Pemerintah Pusat.


Secara tidak langsung, kedua asumsi di atas pada dasarnya merupakan prasyarat awal agar Otonomi Daerah berdampak positif, seperti yang diharapkan yaitu  : peningkatan efesiensi pengalokasian sumber daya, peningkatan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah dan munculnya recovery.

Namum demikian, kedekatan Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya tidak secara otomatis membuat lebih memiliki informasi yang tepat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat, kecuali disengaja.  Dimilikinya informasi yang tepat tentang preferensi masyarakat sangat tergantung pada keberadaan dan efektifitas mekanisme yang memungkinkan munculnya keterlibatan langsung dari masyarakat dalam penyediaan layanan public dan mekanisme yang memungkinkan ditempatkannya suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain arahan teoritis diatas, perlunya penyerapan aspirasi masyarakat juga diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.  Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut  :

1. UU No. 22/1999 pasal 22 huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

2. Penjelasan Undang-undang No. 25/1999 yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem Pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.  Sebagai Daerah Otonom, daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.
Definisi dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup penjaringan aspirasi masyarakat dalam panduan ini akan meliputi, harapan, kritikan, masukan dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan konsep-konsep tersebut.  Dengan demikian, penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara pasif dan dapat pula dilakukan secara aktif.

Penjaringan aspirasi masyarakat ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD di tingkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang merupakan misi utama UU 22/1999.

Pada dasarnya terdapat tiga elemen penting yang secara segmental saling bersentuhan dalam menentukan kinerja  (performance) Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti yang ditunjukan pada gambar 1.

Pada gambar 1. Bagan Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat terlihat nampak elemen masyarakat sengaja ditempatkan pada bagian atas kerangka segmen, sedangkan Pemerintah Daerah dan DPRD berada di bawah dengan maksud untuk mempertajam ingatan pada hakekatnya Anggaran Daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan tehadap masyarakat, dimana nampak jelas bahwa  :

· Masyarakat sebagai pemberi amanat sekaligus owner dan customer.

· Pemerintah Daerah dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing hanya sebagai civil service.
2.1.
Tahap Penyusunan APBD

A.
Peran Pemerintah Daerah 

Pada tahapan perencanaan APBD, Pemda berfungsi sebagai penyusun rancangan APBD yang diusulkan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.  Untuk itu maka mulai dari perencanaan rancangan APBD, Pemerintah Daerah harus benar-benar menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan DPRD dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan juga akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah.  Pemerintah Daerah harus berperan aktif dan sungguh-sungguh dalam  :

a) Menyerap informasi melalui hasil penelitian dan dengar pendapat dengan DPRD maupun langsung dengan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.  Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembebanan aspirasi masyarakat yang berlebihan, tidak proporsional dan tidak mungkin dituangkan ke dalam APBD atau tidak mungkin dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, maka hendaknya juga menjelaskan secara transparan, bijak dan dapat dimengerti masyarakat tentang masalah dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

b) Mengkoordinir satuan kerja teknis atau dinas-dinas terkait dibawahnya untuk mempersiapkan usulan-usulan kegiatan bidangnya.

c) Menyiapkan bahan-bahan rencangan APBD untuk diusulkan kepada masyarakat melalui DPRD lengkap dengan sasaran alokasi anggaran biaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B.
Peran DPRD 

Setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah membutuhkan peran dan legitimasi dari DPRD yang mendapatkan dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat yang diwakilinya.  Peran DPRD tersebut sangat dibutuhkan karena secara independent telah ikut membantu Pemerintah Daerah untuk secara objektif melihat persoalan-persoalan yang melingkupi kinerja Pengelolaan Keuangan di daerah.  Pada tahap perencanaan APBD, diharapkan Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat dapat cepat mengambil kesepakatan mengenai arah dan tujuan direncanakannya suatu rancangan APBD.

C.
Peran Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan secara simultan terlibat juga dalam perencanaan anggaran.  Usulan kegiatan dari masyarakat        (lintas kultural, agama dan gender) dapat dikonsilidir oleh instansi musyawarah pembangunan Dusun, Desa dan Kelurahan.  Selanjutnya rekap pada tingkat Kecamatan dan diinventarisir di tingkat Kabupaten/Kota.

Prinsip buttom up ini dijadikan anggaran pembangunan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat karena mempunyai semangat transparansi dan akuntabilitas.  Selain itu, perlu juga untuk mendapat perhatian bahwa penyusunan anggaran haruslah memiliki daya tarik, artinya kegiatan yang didukung oleh anggaran harus mampu menarik perhatian masyarakat dan swasta untuk terlibat secara langsung.  Pengelolaan Keuangan Daerah akan benar-benar mampu pada kekuatan publik.  Dalam kaitan ini, hendaknya Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan pada masyarakat dalam memformulasikan skala prioritas kegiatan serta pengalokasian sumber dana pembiayaan untuk dituangkan ke dalam rancangan APBD, sehingga rancangan APBD yang kelak ditetapkan benar-benar disadari dan dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian rencana atau program masyarakat.

2.2.
Tahap Pelaksanaan APBD

A.
Peran Pemerintah Daerah 

Pada tahapan ini, secara riil Pemerintah Daerah memasuki medan teknis yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target APBD baik sektor pendapatan maupun di sektor pengeluaran/belanja daerah.  Fungsi Pemerintah dalam tahapan pelaksanaan ini harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan antara lain :

a) Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang memadai.

b) Untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan.

c) Untuk mengontrol dan mengendalikan target pengeluaran/belanja langsung maupun belanja tidak langsung sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan.

d) Untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan/terbuka dan dapat dipercaya, baik kepada DPRD, Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat.

e) Untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah baik melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

B.
Peran DPRD 

DPRD harus mampu memberdayakan fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah.  DPRD adalah mitra kerja bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan daerah yang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

C.
Peran Masyarakat 

Partisipasi masyarakat harus terus diupayakan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target APBD.  Dalam kaitan ini, pendekatan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat tidak lagi melihat masyarakat hanya semata-mata sebagai wajib pajak atau pembayar retribusi, akan tetapi sejauh mungkin diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam usaha pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Dengan semakin luasnya kesempatan usaha masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah, serta dengan kesadaran bahwa APBD merupakan refleksi dan kristalisasi dari aspirasinya maka diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah.

2.3.
Tahap Pertanggungjawaban

A.
Peran Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD.  Pemeritah Daerah harus mampu menjelaskan secar rinci mengenai hal-hal yang melatar belakangi kinerja (performance) secara terbuka dan dapat dimengerti oleh masyarakat.  Dalam hubungan ini yang terpenting bagi Pemerintah Daerah adalah mampu memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah dicapai dalam tahapan pelaksanaan.

B.
Peran DPRD 

DPRD mempunyai peran strategis untuk menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan atau sebaliknya menolak laporan yang disampaikan kepada DPRD.

C.
Peran Masyarakat 

Masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efesiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.  Dari laporan tersebut, masyarakat mendapatkan masukan atau mengembangkan dan menyusun aspirasi lebih lanjut dan meningkatkan target APBD di masa datang.

3.
Maksud dan Tujuan

Penjaringan aspirasi dimaksudkan untuk memperoleh serangkaian data yang mampu menginformasikan kebutuhan dan preferensi masyarakat yang dilayani Pemerintah Daerah.   Data/informasi dimaksud akan digunakan sebagai bahan masukan atau in put  bagi seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya saat merumuskan arah dan kebijakan anggaran daerah pada periode anggaran tertentu.

Ketika seluruh aspirasi masyarakat dapat dijadikan in put bagi seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada arah kebijakan anggaran daerah, maka diharapkan akan ada peningkatan efesiensi pengalokasian sumber daya, peningkatan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah, dan memunculkan cost recovery (melalui pastisipasi masyarakat dalam pembiayaan pelayanan publik).

Dalam jangka panjang, harapannya adalah peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, dan nepotisme dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.
Pihak-pihak Terkait

Proses penjaringan aspirasi masyarakat akan melibatkan pihak-pihak  berikut  :

a DPRD yang merefleksikan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, melaksanakan fungsi legislatif sepenuhnya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat di daerah dan berkedudukan sejajar sebagai mitra Pemerintah Daerah, serta bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

b Perangkat Daerah atau organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

c Masyarakat terdiri dari masyarakat pada umumnya, tokoh-tokoh masyarakat formal dan informal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, masyarakat pemerhati dan organisasi masa lainnya.

II.
METODE PENJARINGAN ASPIRASI

1.
Mekanisme Penjaringan Aspirasi

Metode merupakan cara yang dapat dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memperoleh berbagai data yang menginformasikan aspirasi masyarakat.  Secara grafis, metode tersebut adalah seperti yang ditunjukan pada gambar  2.

Dilihat dari gambar tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pengumpulan data mampu menginformasikan preferensi dan kebutuhan masyarakat berjalan secara efektif.

Hal pertama adalah, penyiapan DPRD untuk menerima aspirasi, harapan, masukan, kritikan, aduan, serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan konsep-konsep itu.  Di tingkat DPRD ini, komponen-komponen yang ada adalah anggaran DPRD, Help Desk aspirasi masyarakat di Setwan DPRD, Komisi-komisi, Lintas atau Gabungan Komisi dan Panitia-panitia DPRD.

Semua aspirasi disampaikan ini kemudian diidentifikasi dan diregistrasi sesuai bidang-bidang pembangunan, yaitu  :

1. Bidang Hukum

2. Bidang Ekonomi

3. Bidang Politik

4. Bidang Agama

5. Bidang Pendidikan

6. Bidang Sosial Budaya

7. Bidang Pembangunan Daerah

8. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

9. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk dokumentasi, hasil identifikasi itu sebaiknya diregistrasikan dalam database aspirasi masyarakat yang dapat ditempatkan di Sub Unit Kerja Setwan DPRD.  Seluruh permasalahan di kesembilan bidang ini kemudian di bahas di DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.  Kesimpulan-kesimpulan yang sudah di bahas secara politis oleh fraksi dan atas nama kepentingan umum di komisi dan atau panitia bersama-sama dengan mitra kerja DPRD, dibahas ulang dalam sidang paripurna agar menjadi bahan bagi DPRD dalam perumusan kebijakan lima tahunan dan tahunan.

Di tingkat Pemerintah Daerah, hal yang sama juga perlu dilakukan.  Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah,Musbangsun, Musbangdes, Diskusi UDKP, Forum Komunikasi Pembangunan Partisipatif (FKPP), Survei Kepuasan Pelanggan di Unit Kerja dan Help Desk di Unit Kerja.  Dua konsep yang terakhir ini perlu dikembangkan untuk melengkapi Musbangdes dan Diskusi UDKP.

Dihubungkan dengan Inpres No. 7/1999 tentang akuntabilitas instansi pemerintah, keberadaan survei kepuasan pelanggan Unit Kerja, dan Help Desk  di Unit Kerja menjadi sangat penting artinya,  karena kedua mekanisme ini merupakan wahana bagi masyarakat dan customer unit kerja untuk menempatkan suaranya dalam proses pengambilan keputusan di tiap Unit Kerja.  Survei kepuasan pelanggan di Unit Kerja dan Help Desk  di Unit Kerja tidak hanya dibutuhkan Unit Kerja pelaksana layanan publik tetapi juga Unit Kerja pemerintahan umum.

Selanjutnya, segala masukan dari Musbangsun, Musbangdes, Diskusi UDKP, Forum Komunikasi Pembangunan Partisipatif (FKPP),  Survei Kepuasan Pelanggan di Unit Kerja.  Sama seperti DPRD, peta permasalahan yang muncul dapat dikelompokan berdasar bidang-bidang pembangunan di daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Seluruh masukan yang telah dikumpul dan diprioritaskan oleh Unit Kerja yang bersangkutan akan dibawa dalam rapat koordinasi pembangunan untuk kemudian dirumuskan dalam APBD.

2.1.
Instrumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat Secara Aktif

DPRD dapat secara proaktif melakukan pencarian dan pengumpulan data/informasi untuk mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat.  Metode penjaringan aspirasi masyarakat secara aktif ini dapat  dilakukan melalui  :

a. Quisioner

1) Quisioner dapat dirancang secara tertutup dimana jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah disediakan jawabannya, terbuka dimana responden diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, atau gabungan keduanya, yaitu sebagian pertanyaan ada yang sifatnya tertutup dan sebagian dinyatakan secara terbuka;

2) Quisioner harus diungkapkan secara ringkas, pertanyaan dan instruksi dikemukakan secara jelas dan mudah dipahami maksudnya dan terarah pada maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari quisioner tersebut;

3) Penyusunan quisioner (jika belum pernah disusun sebelumnya) dapat dilakukan dengan pihak lain;

4) Jika dianggap perlu, dapat dilakukan melalui perangkat daerah atau menugaskan pihak ke tiga lainnya;

b.  Pengamatan/Observasi;

1) Dalam situasi tertentu, dimana penyebaran quisioner tidak mencukupi informasi yang dibutuhkan, DPRD dapat melakukan pengamatan langsung/observasi;

2) Pelaksanaan pengamatan langsung/observasi sebaiknya dilakukan secara langsung oleh anggota DPRD, baik secara perorangan maupun melalui TIM;

3) Jika dianggap perlu, dapat dilakukan tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan maksud dan tujuan pengamatan/observasi; 

c. Dialog Interaktif

1) Bilamana dianggap perlu DPRD dapat mengundang pihak-pihak tertentu untuk diajak dialog; 

2) Atas permintaan masyarakat, DPRD selayaknya juga menerima tawaran dialog yang diprakarsai oleh masyarakat yang telah memilihnya; 

3) Ditujukan untuk menyamakan persepsi, sarana tukar pikiran (brainstorming) dan memperjelas suatu kasus;

4) Dialog interaktif dapat dilakukan secara perorangan, berdasarkan komisi atau fraksi dan atau paripurna;

2.2.
Instrumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat Secara Pasif

Penjaringan informasi dapat pula secara pasif dalam arti masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan yang aktif memberikan data/informasi kepada DPRD dan DPRD hanya menyediakan sarananya. Metode penjaringan aspirasi masyarakat secara pasif ini dapat  dilakukan melalui  :

a. Kotak Saran

1) Kotak saran harus disediakan di tempat terbuka dan mudah diketahui masyarakat;

2) Kotak saran dimaksud dibuat berdasarkan bidang tugas dan komisi;

3) Sosialisasi penggunaan kotak saran dimaksud dapat dilaksanakan melalui media massa atau menggunakan selebaran (leaflet);

4) Kotak saran dimaksud selambat-lambatnya sebulan sekali dibuka petugas dari Setwan,  dikumpulkan dan disampaikan kepada masing-masing bidang atau komisi yang ada di DPRD;

b. Kotak Pos

1) DPRD dapat bekerja sama dengan  Parpostel untuk membuka Kotak Pos guna menampung berbagai data/informasi dari masyarakat;

2) Kotak Pos dimaksud selayaknya memberikan kemudahan dan kebebasan biaya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan data/informasi;

3) Kotak Pos dimaksud dapat dibuat berdasarkan bidang tugas atau komisi;

4) Sosialisasi penggunaan Kotak Pos dimaksud dapat dilaksanakan melalui media massa atau menggunakan selebaran (leaflet);

5) Kotak Pos dimaksudkan selambat-lambatnya sebulan sekali dibuka petugas dari Setwan,  dikumpulkan dan disampaikan kepada masing-masing bidang atau komisi yang ada di DPRD;

c. Telepon Bebas Pulsa

1) DPRD dapat bekerja sama dengan  Departemen Parpostel dapat pula membuka sambungan telepon bebas pulsa guna menampung berbagai data/informasi dari masyarakat;

2) Untuk dapat melayani berbagai pengaduan dan informasi langsung dari masyarakat selama 24 jam, perangkat telepon dimaksud harus dilengkapi dengan alat perekam dan secara otomatis dapat masuk nomor pesawat bidang atau komisi yang dituju;

3) Sosialisasi penggunaan telepon bebas pulsa dimaksud dapat dilaksanakan melalui media massa atau menggunakan selebaran (leaflet);

4) Pesan telepon yang diterima harus selambat-lambatnya sebulan sekali dibuka oleh petugas dari Setwan, mentransfernya ke dalam tulisan dan disampaikan kepada masing-masing bidang atau komisi yang ada di DPRD;

d. Jaringan Internet

1) Bilamana sudah memungkinkan, DPRD dapat pula membuka sebuah web-site melalui internet;

2) Sosialisasi penggunaan web-site dimaksud dapat dilaksanakan melalui media massa atau menggunakan selebaran (leaflet);

3) Berbagai informasi yang diterima harus selambat-lambatnya sebulan sekali dibuka oleh petugas dari Setwan, mentransfernya ke dalam tulisan dan disampaikan kepada masing-masing bidang atau komisi yang ada di DPRD;

2.3.
Instrumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat Secara Reaktif

Penjaringan informasi dapat pula secara reaktif dalam arti bahwa DPRD bertindak untuk menggali data/informasi lebih lanjut setelah terjadi suatu peristiwa atau kejadian tertentu di masyarakat. Metode penjaringan aspirasi masyarakat secara reaktif ini dapat  dilakukan melalui  :

a. Hearing

1) Proses  hearing dilakukan mengundang berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan maksud dan tujuan diadakannya hearing;

2) Hearing biasa dilakukan secara paripurna atau dilakukan berdasarkan komisi yang ada di DPRD;

3) Sistem dan prosedur penyelenggaraan hearing ditetapkan berdasarkan tata tertib yang berlaku di DPRD;

b. Inspeksi Mendadak ( Sidak )

1) Sidak dilakukan jika DPRD memperoleh data/informasi yang masih diragukan kebenarannya;

2) Sidak dilakukan berdasarkan komisi yang ada di DPRD atau dengan membentuk sebuah Tim yang anggotanya terdiri dari para anggota DPRD;

3) Sedapat mungkin kedatangan para wakil rakyat ke lokasi sidak tidak diketahui oleh pihak yang akan dikunjungi untuk menjamin data/informasi yang diperoleh di lapangan benar-benar menunjukan kondisi riil yang ada.

III.
DOKUMENTASI ASPIRASI

Berbagai aspirasi yang berhasil dikumpulkan oleh DPRD perlu dicatat dan didokumentasikan.  Pencatatan dan pendokumentasian ini dimaksudkan agar berbagai data/informasi aspirasi masyarakat tersebut tetap tersimpan dan akan memudahkan dalam penyampaiannya dalam berbagai sidang yang dilakukan DPRD.  Format pencatatan dan dokumentasi aspirasi masyarakat ini sedapat mungkin disajikan dalam format yang akan memberikan kemudahan bagi pemegang informasi itu sendiri juga kemudahan bagi pihak lain dalam melakukan penilaian atas berbagai aspirasi tersebut.

Mengingat bahwa aspirasi-aspirasi yang masuk dan diterima masing-masing anggota/fraksi/komisi bisa banyak dan bermacam-macam, maka format pencatatan dokumentasi aspirasi masyarakat ini perlu disusun sedemikian rupa, sehingga akan memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam melakukan penilaian, evaluasi.  Secara garis besar beberapa penjelasan atas setiap aspirasi yang masuk dan diterima.
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PENYUSUNAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM DAERAH

I.
PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.  Secara makro, tujuan pembangunan daerah adalah menciptakan lapangan kerja (job creation) dan meningkatkan pendapatan masyarakat (income generating).

Tujuan pembangunan daerah ini tidak bisa dicapai hanya dalam satu periode saja.  Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam perencanaan pembangunan daerah dikenal istilah rencana pembangunan jangka panjang        (long-term planning), rencana jangka menengah (medium-term planning) dan rencana jangka pendek (short-term planning.  Kebijakan yang dilaksanakan untuk rencana jangka panjang dan jangka menengah disebut rencana strategis (strategic plan), sedangkan dalam rencana jangka pendek disebut rencana tindak (action plan).

Perencanaan anggaran daerah termasuk dalam katagori rencana jangka pendek.  Pada dasarnya, perencanaan anggaran daerah atau perencanaan jangka pendek ini bukanlah yang terpisah dari perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.  Sebaliknya perencanaan anggaran daerah merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pada setiap tahunnya.

Tahapan perencanaan diatas lebih ditujukan pada periodisasi pencapaian tujuan daerah.  Namun yang pasti pada setiap tahapan pembangunan di atas, terlihat bahwa setiap aktifitas Pemerintah Daerah harus berorientasi pada kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.  Dengan orientasi dan pertanggungjawaban yang jelas ini, tujuan makro pembangunan daerah akan tercapai.

Secara umum, anggaran merupakan gambaran kebijakan dan rencana kerja pemerintah dalam bentuk satuan ruang.  Dengan demikian agar menjadi sebuah instrumen yang efektif, anggaran harus dibuat se-komprehensif mungkin.  Dua isu utama yang umumnya dijadikan alasan kepentingan anggaran yang komprehensif, yaitu  ; pertama, untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang ada telah teralokasikan berdasarkan program-program prioritas dan bahwa proses pengendalian hukum dan akuntabilitas publik terlaksana secara tepat.  Kedua, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran yang komprehensif, tidak berarti bahwa semua pengeluaran harus dimanage, berdasarkan prosedur yang sama.  Untuk pertimbangan efesiensi, rancangan khusus untuk proses administrasi beberapa program mungkin dibuat, yang merupakan sebuah pendekatan terpisah pada formulasi kebijakan pengeluaran dan pendapatan.

Penyusunan anggaran dan formulasi kebijakan memerlukan suatu pendekatan yang lebih luas dan tepat, termasuk berbagai resiko fiskal yang mungkin dihadapi pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  Perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah menjadi lebih perhatian terhadap berbagai dampak finansial atas keputusan mereka yang lebih akuntabel.  Dengan demikian, berbagai persyaratan yang muncul dari setiap adanya pembiayaan program yang baru maupun yang sudah ada, harus dipertimbangkan secara realistis, apapun sifatnya (implicit atau defisit, langsung atau tidak langsung).  Pertimbangan ini sangat penting dalam menentukan target fiskal dalam pembuatan keputusan antar berbagai alternatif kebijakan dan program pengeluaran.  Berbagai resiko fiskal harus menjadi bagian dari petimbangan tersebut.

Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya harus mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki masyarakat.  Kehendak masyarakat dapat diketahui dengan mekakukan proses need assesment dengan menjaring aspirasi melalui berbagai metode pendekatan.  Hal tersebut telah dijelaskan dalam Modul Penjaringan Aspirasi Masyarakat.  Kegiatan penjaringn aspirasi masyarakat akan menghasilkan dokumen aspirasi masyarakat.  Dokumen aspirasi masyarakat tersebut menggambarkan apa saja yang menjadi kebutuhan riil masyakarat.

Bertitik dari dokumen aspirasi tersebut, kemudian ditetapkan tujuan dan sasaran pokok yang hendak dicapai, dalam rangka memenuhi kebutuhan riil masyarakat.  Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, kemudian DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.  Arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik agar mencapai tujuan dan sasaran secara efektif.  DPRD dalam hal ini yang seharusnya menetapkan arah dan kebijakan tersebut, karena DPRD merupakan wakil rakyat.  DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan pada kehendak rakyat.

1.
Definisi dan Ruang Lingkup

Secara umum, perencanaan anggaran daerah dapat dibagi menjadi dua katagori utama, yaitu 1) perencanaan dalam penyusunan formulasi kebijakan APBD (budget policy formulation), dan 2) perencanaan yang bersifat operasional, atau disebut juga perencanaan operasional anggaran (budget operational planning).  Budget policy lebih difokuskan pada disiplin fiskal  (fiscal discipline), sedangkan budget operational lebih ditekankan pada upaya pengalokasian sumber daya daerah secara ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Bagian ini hanya akan membahas mengenai proses formulasi kebijakan anggaran, sedangkan proses perencanaan operasional anggaran akan diuraikan pada bagian terpisah.

Arah dan kebijakan umum APBD termasuk dalam  katagori perencanaan kebijakan anggaran (budget policy).  Perumusan kebijakan anggaran ini harus berawal dari kerangka ekonomi makro (macroeconomics framework).  Derajat sopistikasi proyeksi ekonomi makro  tergantung pada kapasitas SDM pengelola keuangan daerah.  Asumsi-asumsi yang digunakan harus realistis, tidak over estimate atau under estimate dalam memperkirakan atau memproyeksikan penerimaan maupun pengeluaran.

Arah dan kebijakan anggaran daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah yang hendak dituju dan berbagi instrumen kebijakan dibidang keuangan daerah yang hendak dilaksanakan dalam rangka pencapaian arah/tujuan perencanaan anggaran tertentu.

2.
Maksud dan Tujuan 

Arah dan Kebijakan Umum APBD dirumuskan agar dapat memberikan gambaran yang jelas kepada Pemerintah Daerah tentang apa saja yang akan dicapai dan bagaimana cara atau kebijakan apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang harus ditetapkan.

3.
Wewenang dan Tanggungjawab

Kewenangan utama penyusun arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya ada pada DPRD.  Hal ini disebabkan karena DPRD (sebagai lembaga legislatif) memilik wewenang dalam penentuan kebijakan anggaran daerah.  Namun demikian karena Pemda sebagai pelaksananya maka diperlukan kesepakatan.  Sebagai lembaga eksekutif dalam hal ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada DPRD karena lebih banyak mempunyai data dan informasi tentang kondisi eksisting dan pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya.  Proses penyusunannya sejak awal harus dikomunikasikan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk akuntabilitas.

II.
MEKANISME PENYUSUNAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD (Pasal 21 ayat 1 PP No. 105 Tahun 2000). Dalam proses penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD ini, daerah dapat melaksanakannya melalui mekanisme berikut  :

a. DPRD melakukan penjaringan aspirasi melalui beberapa cara seperti dengar pendapat, turun lapangan, kuisioner, dialog interaktif, kotak saran, kotak pos, telepon bebas pulsa, web site, sidak, media massa dan lain-lain.

b. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat ini selanjutnya dirumuskan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dengan tetap mempertimbangkan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

c. Pokok-pokok pikiran DPRD ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan masukan untuk menyusun Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD.

d. Dalam menyusun Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD dan arahan dari Pemerintah Pusat.

e. Dalam menyusun Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Ahli atau Konsultan.

f. Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD selambatnya 2 (dua) Minggu sebelum sidang pembahasan harus sudah diterima DPRD.  DPRD akan mempelajari Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD tersebut untuk bahan masukan dalam sidang pembahasan.

g. Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD selanjutnya dibahas bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan disepakati kedua belah pihak dalam suatu sidang paripurna.  Proses pembahasan dalam sidang paripurna DPRD lebih ditujukan pada tercapainya kesepakatan antara pihak yang memberikan amanat (DPRD) dengan pihak penerima amanat (Pemerintah Daerah).

h. DPRD dapat meminta Pemerintah Daerah untuk memperbaiki Draft Arah dan Kebijakan Umum APBD, jika dirasakan memang sangat menyimpang dari keinginan DPRD sebagimana tertuang dalam pokok-pokok pikiran dewan.  Dalam sidang ini, partisipasi masyarakat umum (dengan memperhatikan kapasitas ruang sidang) juga memungkinkan.

i. DPRD menetapkan Arah dan Kebijakan Umum APBD setelah dicapai kesepakatan kedua belah pihak.  Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati tersebut akan menjadi pegangan, khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam merancang strategi dan prioritas APBD.

III.
KOMPONEN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Arah dan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang akan di capai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu.  Kedua komponen Arah dan Kebijakan Umum APBD ini merupakan jawaban atas pertanyaan “ where do we want to be “ dalam proses perencanaan strategis.  Tujuan merupakan arah (direction) yang akan menunjukan ke mana tujuan (destination) daerah di masa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukan batas-batas (milestones) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran umum anggaran daerah dapat disusun berdasarkan pendekatan bidang kewenangan wajib Pemerintah Daerah atau fungsi-fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Bidang kewenangan wajib atau fungsi-fungsi pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat dibagi menjadi  :

1. Fungsi Pelayanan Umum

2. Fungsi Pelayanan Ekonomi

3. Fungsi Pelayanan Kesehatan

4. Fungsi Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan

5. Fungsi Pelayanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum

6. Fungsi Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Umum

7. Fungsi Pelayanan Sosial lainnya

8. Fungsi Pelayanan lain di luar katagori utama di atas 

1.
Tujuan Umum Daerah

Perumusan pernyataan tujuan umum daerah atau tujuan umum APBD merupakan salah satu tahap penting dalam keseluruhan tahap perencanaan anggaran daerah.

Tujuan merupakan sebuah pernyataan umum yang menggambarkan hasil akhir yang diinginkan oleh daerah.

Tujuan umum anggaran daerah, pada dasarnya lebih merupakan pernyataan yang sifatnya jangka panjang.  Pernyataan tujuan yang telah disusun tidak harus selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, jika memang tidak terdapat alasan-alasan mendasar untuk terjadinya perubahan pernyataan tujuan tersebut.  Perubahan-perubahan dapat juga dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas yang mungkin saja berubah setiap tahunnya, tergantung pada aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.  Dengan kata lain, jika pernyataan tujuan umum telah ditetapkan dalam rencana stategis daerah, pernyataan ini dapat diambil sebagai tujuan umum anggaran daerah.

Sebuah pernyataan tujuan yang efektif memiliki beberapa ciri sebagai berikut  :

a Selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan rencana strategis daerah.

b Menggambarkan secara jelas proses dan titik untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi tidak secara spesifik menentukan cara pencapaiannya.

c Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dalam serangkaian sasaran, strategi, program dan kegiatan.

d Menunjukan concern (baca : bidang pelayanan) utama.

e Merefleksikan hasil penilaian kondisi lingkungan dan dibangun guna merespon permasalahan dan isu strategis yang dihadapi.

f Mencakup periode waktu yang panjang.

g Cenderung tidak mengalami perubahan, kecuali, terjadi perubahan mendasar pada kondisi lingkungan di mana daerah tersebut berada.

h Menantang, tetapi realistik dan dapat dicapai.

PETUNJUK CARA MERUMUSKAN TUJUAN UMUM DAERAH

Jika daerah belum mempunyai tujuan umum daerah, berikut ini alternatif cara perumusan tujuan umum daerah  :

a Bentuklah tim teknis perumus tujuan umum daerah yang beranggotakan 10 - 15 orang. Anggota tim merupakan orang-orang kunci yang terkait langsung dengan kewenangan wajib atau fungsi pelayanan daerah.  Jika dianggap perlu dapat melibatkan konsultan atau tenaga ahli.

b Gunakan waktu 1 - 2 hari untuk merumuskan tujuan umum tersebut dalam suatu forum diskusi (focus group discussion).

c Proses diskusi dapat digunakan dengan memadukan metode brainstorming atau metode snowcard technique atau metode balanced score-card.
d Gunakan seluruh dokumen atau informasi yang ada, seperti rencana strategis daerah, evaluasi kinerja periode sebelumnya, pokok-pokok pikiran DPRD dan arahan atau mandat dari Pemerintah Pusat sebagai bahan masukan dalam merumuskan tujuan umum daerah tersebut.

e Fokuskan perhatian peserta untuk mengenali kondisi internal dan eksternal yang dihadapi daerah, permasalahan dan isu strategi yang dihadapi daerah.

f Berdasarkan hal di atas, minta setiap anggota untuk menuliskan tujuan umum di masing-masing bidang atau fungsi pelayanan.  Fokuskan perhatian pada perumusan tujuan yang terkait dengan peran (concern) utama yang harus dimainkan oleh masing-masing bidang atau fungsi pelayanan.

g Minta peserta diskusi menuliskan tujuan masing-masing bidang atau fungsi pelayanan tersebut di atas sehelai kertas manila yang sudah dipotong seukuran amplop.  Pastikan bahwa setiap lembar kertas hanya memuat satu ide utama dan ditulis cukup besar sehingga mampu dibaca peserta lain.

h Minta peserta untuk menempelkan kertas manila yang sudah diisi di atas poin board atau gabus yang ditempelkan di dinding/papan tulis.  Ide yang sama dikelompokan dan diberi judul utama di atasnya.

i Diskusikan dan evaluasi hasil rumusan pernyataan tujuan dengan melihat pada pertanyaan kunci (chek list) yang harus dijawab oleh sebuah pernyataan tujuan.

j Rumuskan kembali pernyataan tujuan yang telah dibuat tersebut, jika diangap perlu dengan mempertimbangkan karakteristik yang harus dipenuhi oleh sebuah pernyataan tujuan yang efektif.

k Sepakati rumusan tujuan tersebut dan dorong komitmen.

CHEK-LIST UNTUK MENGUJI SEBUAH PERNYATAAN

	PERTANYAAN KUNCI UNTUK MENGUJI PERNYATAAN TUJUAN

	PERTANYAAN KUNCI
	YA
	TIDAK

	· Apakah pernyataan tujuan telah menjawab permasalahan atau isu strategis yang dihadapi daerah
	
	

	· Apakah pernyataan tujuan tersebut telah memberikan arah yang jelas bagi unit kerja untuk melaksanakannya
	
	

	· Apakah pernyataan tujuan tersebut sejalan dengan visi dan misi serta mandat/arahan dari Pemerintah Daerah
	
	

	· Apakah pernyataan tujuan tersebut telah merefleksikan fungsi pelayanan utama (core business activities) dan arah strategis bagi unit kerja
	
	

	· Apakah tujuan tersebut realistis, dapat dilaksanakan dan menantang 
	
	

	Pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab untuk menguji apakah pernyataan tujuan yang telah disusun telah memenuhi kriteria pernyataan tujuan yang efektif.




CONTOH PERNYATAAN TUJUAN UMUM DAERAH

	CONTOH PERNYATAAN TUJUAN

· Mendorong tersedianya sarana dan prasarana publik yang semakin berkualitas dan merata bagi masyarakat di daerah pesisir, daerah tumbuh cepat dan daerah terbelakang (Bidang Pekerjaan Umum)

· Menjamin terciptanya pemerataan pendapatan, baik antar masyarakat, antar bidang maupun antar wilayah melalui pembangunan yang berbasis masyarakat dan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah        (Bidang Ekonomi)

· Menciptakan suatu lingkungan yang bersih, sehat dan menarik, minimalisir polusi, pemborosan dan kerusakan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan peran lingkungan sebagai sumber penghasilan masyarakat (Bidang Lingkungan Hidup)




2.
Sasaran Umum Daerah

Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu hasil akhir (end-serult) yang akan dicapai atau dihasilkan oleh daerah dalam jangka waktu tertentu (dalam hal ini satu tahun anggaran).

Satu sasaran mencakup suatu derajat atau tingkat perubahan yang diinginkan dan jangka waktu untuk pencapaiannya.  Dengan kata lain, sasaran merupakan batas-batas (milestone) atau tahapan pencapaian yang diperlukan dalam mencapai tujuan.  Sarana diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.  Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.  Sasaran organisasi merupakan kegiatan integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah.  Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

	KARAKTERISTIK PERUMUSAN SARANA YANG EFEKTIF

Sebuah sasaran yang disusun secara baik harus memenuhi kriteria   berikut  :

· Spesifik, Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interprestasi yang bermacam-macam.  Sasaran tersebut harus memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya. 

· Terukur, Sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukur tertentu  (misalnya jumlah, prosentase, dan lain-lain ), sehingga memudahkan untukmenilai tingkat pencapaiannya.

· Menantang, tetapi realistis, Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.

· Berorientasi pada hasil akhir, Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan proses atau cara mencapainya.

· Sebaiknya memiliki batas waktu, Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas “ kapan “ hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.




TIPS CARA MERUMUSKAN SASARAN

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk merumuskan sasaran, misalnya dengan metode Delphi, metode trend, input-output analysis dan sebagainya.  Berikut ini beberap tips yang dapat digunakan dalam memformulasikan sasaran.

a Kaji kembali visi, misi dan tujuan daerah.  Pastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah jelas, seluruh stakeholders telah diidentifikasi dan lingkup tujuan telah dipahami.

b Pastikan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi daerah telah diidentifikasi dan dipahami.

c Kaji kembali  :

a). Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

b). Apa saja isu atau permasalahan yang paling kritis yang dihadapi daerah.

c). Apa saja sumber daya yang dapat digunakan ? seberapa besar kemampuan daerah untuk mengatasi atau mempengaruhinya ?

d.   Tentukan hasil akhir yang kan dijadikan sasaran.

a) Apakah sudah tersedia baseline data kinerja ? Apakah data pembanding (Benchmark) tersedia ? kaji seberapa besar kemungkinan untuk meningkatnya ?

b) Berapakah target kinerja yang diharapkan akan dicapai ? Apakah itu realistis ? Apa saja variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhinya ?

c) Apakah ada target khusus atau standar pelayanan tertentu yang harus disediakan atau diamankan oleh pihak eksternal, misalnya Pemerintah Pusat, pihak legislatif, Kepala Daerah dan lain-lain ?

e.   Tetapkan kerangka waktu pencapaiannya.

a) Apakah alasan yang mendasari kenapa periode waktu tersebut dijadikan periode pencapaian target kinerja ?

b) Cukup kritiskah waktu pencapaian sasaran tersebut ? Apakah terdapat kemungkinan untuk melakukannya sekarang atau kemudian ? Apakah ada konsekuensi jika sasaran tersebut dicapai saat ini atau   kemudian ?

c) Apakah data batas waktu atau deadline yang ditargetkan oleh pihak tertentu?

f. 
Bangun akuntabilitas.  Jika rancangan sasaran telah ditetapkan, pikirkan mengenai kemampuan untuk dapat mengukur kemajuan pencapaian sasaran tersebut.

g.   Catat setiap peristiwa yang terkait dengan penetapan sasaran tersebut.

CONTOH PERUMUSAN SASARAN UMUM DAERAH

	CONTOH PERUMUSAN SASARAN

· Pada bulan Oktober 2003 akan terdapat …………….. km jalan dengan kondisi baik.

· Pada bulan Desember 2003 rasio antara jumlah dokter dengan jumlah pasien adalah sebesar …………………………….

· Jumlah pengguna air bersih meningkat sebesar …………… % pada bulan Desember 2003.

· Selama tahun 2003, tingkat kecelakaan lalu lintas akan berkurang sebesar 1% dibanding tahun 2002.

· Pada akhir tahun anggaran (Desember 2003) tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 2%.

· Pada akhir tahun anggaran (Desember 2003) akan tercipta kesempatan kerja baru pada sektor industri.

· Pada akhir tahun anggaran (Desember 2003) rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Majalengka menjadi sebesar Rp. 500.000,-.

· Pada akhir tahun anggaran (Desember 2003) jumlah penduduk miskin akan berkurang sebesar 30% dari tahun 2002.




VI.
ISI DAN FORMAT DOKUMEN 

Isi dokumen kebijakan anggaran (budget policy) pada umumnya berkaitan dengan rata-rata, penjelasan mengenai angka-angka tersebut dan penjelasan mengenai keputusan yang terkait dalam berbagai program, penerimaan dan prioritas pengeluaran.  Isi dan format dokumen kebijakan anggaran secara ringkas memuat hal-hal berikut  :

1. Pendahuluan/Ikhtisar

Ikhtisar merupakan suatu ringkasan dari keputusan yang dibuat, faktor-faktor penyebabnya, dan implikasinya bagi program dan pelayanan yang direncanakan.  Bagian ini memaparkan isu-isu dan permasalahan serta trend yang langsung berkaitan dengan daerah, menggambarkan strategi dan prioritas anggaran, keterkaitan antaran anggaran periode sebelumnya dengan anggaran ke depan dan gambaran mengenai asumsi-asumsi dan estimasi yang mendasari keputusan anggaran tersebut.

Asumsi-asumsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari estimasi pendapatan.  Sebagai contoh estimasi penerimaan pajak daerah didasarkan sebagian atas seberapa besar estimasi penerimaan jenis pajak tertentu akan diperbesar atau diperkecil selama tahun anggaran bersangkutan.  Ikhtisar anggaran harus menjelaskan asumsi-asumsi yang terkait dengan besarnya pertambahan dan atau penurunan tersebut.  Pembuat keputusan selanjutnya akan dapat menilai apakah asumsi-asumsi yang mendasarinya rasional atau tidak.  Bagian ini juga harus mengemukaan asumsi-asumsi yang mendasari keputusan Arah Kebijakan Umum APBD.

Pada bagian ini harus pula dijelaskan keterkaitan bagian-bagian dari rencana anggaran periode sebelumnya dan mengkaitkannya dengan tujuan, kebijakan, strategi dan prioritas tahun depan.  Juga harus mampu menjelaskan keterkaitan dengan tujuan, kebijakan, strategi dan prioritas yang ditetapkan dalam Renstrada.

2.
Kondisi Umum Daerah

Gambaran kondisi umum daerah harus dipaparkan secarajelas yang didukung oleh data dan asumsi yang memadai.  Kondisi umum daerah harus memuat informasi kondisi dan trend ekonomi, sosial dan bahkan pilitik yang akan berpengaruh terhadap daerah pada umumnya dan kondisi fiskal daerah pada khususnya.

a. Kinerja Ekonomi Makro

Uraikan berbagai data dan informasi yang terkait dengan pencapaian kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan dan kontribusi sektoral sekonomi (PDRB), laju inflasi, investasi, kesempatan kerja, suku bunga, pinjaman daerah, pendapatan masyarakat dan sebagainya.

b. Kinerja Fiskal Daerah

Paparkan data dan uraian mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan fiskal yang telah dijalankan, khususnya kinerja penerimaan daerah dan kinerja pengeluaran daerah.  Di sisi penerimaan diuraikan hal-hal yang terkait dengan perkembangan dan kontribusi sumber-sumber penerimaan dominan dan hasil evaluasi kinerja penerimaan daerah tersebut.  Di sisi pengeluaran dijelaskan kontribusi jenis pengeluaran dominan, dari mana sumber pembiayaan dan apa yang masih perlu dilanjutkan.  Jika terjadi defisit, dari mana sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut.

c. Kondisi Perkembangan Sosial

Berbagai kondisi dan perkembangan di bidang sosial yang telah terjadi dipaparkan dan dan penjelasannya.  Informasi mengenai tingkat kesehatan. Pendidikan, kriminalitas, pemuda dan sebagainya yang terkait dengan bidang sosial dikemukakan datanya, dijelaskan dan dievaluasi.

d. Analisis Kebutuhan dan Permintaan Masyarakat

Uraikan berbagai data/informasi yang terkait dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat.  Kebutuhan masyarakat tersebut disusun berdasarkan skala prioritasnya dan penjelasan kenapa kebutuhan masyarakat tersebut dianggap penting.

e. Isu Kritis dan Permasalahan

Isu kritis dan permasalahan yang dihadapi daerah diperoleh dari hasil kajian kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang dihadapi daerah.  Secara umum isu kritis menyangkut beberapa jenis permasalahan yang akan dihadapi daerah.  Isu kritis dapat digambarkan sebagai sebuah pernyataan kebijakan fundamental dan tantangan penting yang berpengaruh terhadap daerah.

a) Apa yang akan dilakukan

b) Kenapa akan dilakukan

c) Bagiamana akan dilakukan

d) Kapan akan dilakukan

e) Dimana akan dilakukan

f) Siapa yang akan dilakukan

g) Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan.

Berdasarkan identifikasi tersebut, setiap isu harus dinyatakan dan selanjutnya ditentukan prioritas atau relatif pentingnya setiap isu tersebut.

f. Trend dan Estimasi 

Pada bagian ini dikemukakan trend atau kecenderungan, bake dilingkungan internal maupun eksternal yang akan berdampak langsung bagi daerah.  Kecenderungan di bidang politik, ekonomi, sosial dan teknologi yang akan terjadi di tingkat nasional maupun internasional yang berpengaruh langsung bagi daerah harus dipaparkan, akan lebih baik jika disertai data pendukungnya. 

Estimasi atau prediksi di bidang ekonomi, fiskal dan sosial harus dibuat dan dijelaskan disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya.  Estimasi fiskal (penerimaan dan pengeluaran) harus selaras dengan estimasi ekonomi makro dan sosial.  Jika estimasi fiskal didasarkan atas basis keseluruhan kerangka ekonomi makro, estimasi pengaruh asumsi dan target fiskal agregaat atas komposisi pengeluaran, baik berdasarkan katagori ekonomi atau sektoral, perlu dilihat apakah target fiskal tersebut cukup realistis dan bisa dicapai serta kondisi yang dapat memenuhi target tersebut.

g. Garis Besar Kebijakan Renstrada

Kemukakan beberapa garis besar yang telah digariskan dalam Rencana Strategis Daerah.  Uraikan keterkaitan antara garis besar kebijakan tersebut dengan pelaksanaan anggaran tahun lalu, keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat, tekanan-tekanan yang masih perlu dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan anggaran depan dan mengapa dianggap penting.

3.
Norma dan Prinsip Anggaran Daerah

Norma pada dasarnya merupakan aturan dasar/hakekat makna dari anggaran daerah yang harus diikuti agar amanat yang diberikan oleh rakyat dapat dicapai.  Norma memberikan batasan yang jelas bahwa anggaran daerah itu pada hakekatnya adalah perwujudan dari amanat rakyat sehingga pelayanan publik semakin baik dan tingkat kesejahteraan rakyat dapat semakin meningkat.

Norma pada dasarnya merupakan aturan dasar/hakekat makna dari anggaran daerah yang harus diikuti agar amanat yang diberikan oleh rakyat dapat dicapai.  Norma memberikan batasan yang jelas bahwa anggaran daerah itu pada hakekatnya adalah perwujudan dari amanat rakyat sehingga pelayanan publik semakin baik dan tingkat kesejahteraan rakyat dapat semakin meningkat.

Prinsip anggaran daerah adalah nilai-nilai dasar dan kaidah yang harus dijadikan pedoman sehingga anggaran daerah sebagai wujud kristalisasi aspirasi dan kehendak rakyat dapat dilaksanakan dengan baik.  Pelaksanaan APBD dengan mengikuti prinsip-prinsip anggaran daerah akan memudahkan pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan tetap berpegang pada visi dan misi yang telah ditetapkan.  Beberapa prinsip anggaran antara lain ; (1) keadilan, (2) efesiensi dan efektifitas, (3) berimbang dan defisit, (4) disiplin, serta (5) transparan dan akuntabilitas. 

4.
Garis Besar Kebijakan Anggaran Daerah

Garis besar kebijakan anggaran daerah harus memuat informasi mengenai arah/tujuan, kebijakan, strategi dan prioritas anggaran daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.  Contoh dapat dilihat pada lampiran  2. 

1.
Tujuan dan Sasaran Daerah.

Paparkan arah/tujuan yang kan dicapai dalam pelaksanaan anggaran daerah tahun depan.  Perumusan tujuan umum anggaran daerah harus didasari atas hasil analisis dan evaluasi kajian kondisi umum daerah dan garis besar kebijakan dalam Renstrada.  Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai terjebak pada tujuan jangka pendek yang sifatnya situasional, dan melupakan tujuan jangka panjang dan menengah yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, supaya kinerja penyelenggaraan anggaran daerah dapat dinilai dan dievaluasi, perlu ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan anggaran daerah.
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PENYUSUNAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

I.
PENDAHULUAN

1.
Pengantar

Tujuan dan sasaran yang dietapkan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD disusun dengan menggunakan sejumlah asumsi.  Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut seringkali dijumpai berbagai keterbatasan, permasalahan dan kendala yang dihadapi.  Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan sejumlah strategi dan prioritas.  Perumusan strategi dan prioritas pada dasarnya dimaksud untuk menjawab berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif hanya akan terwujud jika disertai oleh suatu strategi dan prioritas yang dirancang secara tepat.  Hal ini disebabkan kerena pada dasarnya upaya untuk memenuhi tujuan dan sasaran tersebut, akan dihadapkan pada sejumlah kendala, hambatan atau keterbatasan sumber daya, baik dana, tenaga, waktu dan lain sebaginya.

2.
Definisi dan Ruang Lingkup

2.1.
STRATEGI

Sebuah strategi memiliki karakteristik berikut :

1. Seni menggunakan keterampilan.

2. Menjawab perubahan lingkungan.

3. Menuju kondisi yang lebih menguntungkan.

Ruang lingkup strategi hendaklah diarahkan pada pencapaian tujuan sebuah organisasi berdasarkan kemampuan atau semua daya yang tersedia.  Strategi dengan demikian harus memusatkan perhatian dan menyatukan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menjawab permasalahan dari isu strategis yang dihadapinya.

Arah dan Kebijakan Umum APBD mungkin dicapai melalui satu atau lebih strategi.  Secara umum, dalam merumuskan suatu strategi perlu dipertimbangkan hal-hal berikut  :

1. Keterkaitan antara strategi dan pencapaian tujuan. Resiko/biaya manfaat dari setiap strategi.

2. Kapasitas organisasi untuk melaksanakan strategi tersebut.

3. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi, dan

4. Dampak akhir dari setiap strategi.

2.2.
PRIORITAS

Prioritas merupakan suatu proses dinamis dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang saat ini dianggap paling penting dan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut.  Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting dilakukan, tetapi juga menentukan peringkat program atau kegiatan mana yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan lainnya.

Proses penentuan prioritas mencakup hal-hal sebagai berikut  :

1. Memahami situasi yang mendasari perlunya ditetapkan prioritas tersebut;

2. Menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;

3. Merancang berbagai alternatif yang dapat digunakan;

4. Mengidentifikasikan berbagai konsekuensi setiap alternatif yang diambil;

5. Memutuskan tindakan terbaik yang akan dilakukan.

Ruang lingkup prioritas cukup luas, yaitu berkaitan dengan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penentuan prioritas tersebut.  Adapun aspek-aspek yang dimaksud meliputi  :

a. Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan program dimaksud;

b. Tingkat keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran;

c. Tingkat kesesuaian program dengan tuntutan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;

d. Tingkat kemampuan dalam memecahkan permasalahan strategis daerah.

Seluruh aspek tersebut harus diakomodir atau dimanage secara benar, antara lain disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama.

3.
Maksud dan Tujuan

Strategi merupakan rencana taktis Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi diperlukan dalam pelaksanaan Arah dan Tujuan Umum APBD karena adanya berbagai masalah atau isu strategis yang dihadapi dalam mencapainya.  Strategi harus bisa menjawab “ bagaimana cara “ mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu kritis yang dihadapi. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya (tenaga, modal dan waktu) mengharuskan Pemerintah Daerah menetapkan prioritas anggaran daerah.

Strategi dan prioritas APBD tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja dalam menyusun rencana kerja   (action plan) untuk melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik agar dapat mencapai tujuan dan sararan secara efektif.

Maksud penetapan strategi adalah  :

a. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

b. Untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

c. Untuk mengembangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki.

d. Untuk mengembangkan kekuatan dan potensi yang dimiliki.

e. Untuk memperhitungkan berbagai resiko yang dihadapi.

f. Untuk mencari dukungan pihak lain agar mencapai keberhasilan.

Terdapat beberapa alasan perlunya ditetapkan prioritas program dan kegiatan, yaitu  :

1. Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya.

2. Pengalokasian sumber daya dilakukan secara lebih ekonomis, efesien dan efektif.

3. Menghindari kemungkinan terjadinya krisis di masa yang akan datang.

4. Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang harus ditanggung.

5. Tersusunnya rencana kerja secara lebih realistis dan bijaksana.

4.
Wewenang dan Tanggungjawab

Perumusan strategi dan prioritas pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab pihak Pemerintah Daerah (eksekutif).  Dalam pelaksanaannya, wewenang dan tanggungjawab ini dapat diserahkan kepada orang-orang kunci di instansi teknis yang ada di Pemerintah Daerah, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA).

II.
MEKANISME PENYUSUNAN STRATEGI DAN PRIORITAS APBD

Setelah tersusun Arah dan Kebijakan Umum APB, Pemerintah Daerah, kemudian menetapkan Strategi dan Prioritas APBD.  Proses perumusan strategi dan prioritas, Pemerintah Daerah memanfaatkan berbagai sumber data/informasi pendukung dengan memfokuskan pada identifikasi kondisi yang ada, isu strategis, trend ke depan dan hasil analisis SWOT (Strongth = kekuatan, Weaknes = kelemahan, Opportunity = peluang, Treat = tantangan) dalam kaitannya dengan pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Guna menajamkan kajian strategi dan prioritas APBD, Pemerintah Daerah juga mengundang Tim Ahli atau Konsultan yang memiliki kapabilitas dan keahlian di bidang pembangunan terkait ( dengan pertimbangan kepraktisan, keterlibatan Tim Ahli/Konsultan pada saat menyusun draft Arah dan Kebijakan Umum APBD dapat juga sekaligus membahas penentuan Strategi dan Prioritas bidang terkait alam APBD ).

Strategi dan Prioritas APBD yang telah dirumuskan dan disusun Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan atau dikonfirmasikan pada DPRD.  DPRD pada tahap ini sekedar mengetahui apa rencana Pemerintah Daerah guna mencapai Arah Kebijakan Umum APBD yeng telah ditetapkan  sebelumnya, tanpa perlu masukan atau tanggapan dari DPRD.

Dokumen yang memuat arah, kebijakan, strategi dan prioritas APBD selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Pengelola Keuangan Daerah.  Lembaga ini akan menjabarkan lebih lanjut formulasi kebijakan anggaran dalam sejumlah tindakan operasional yang lebih teknis dalam bentuk perencanaan anggaran operasional.

III.
METODOLOGI

Metode merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendukung analisis yang akan dilakukan.  Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri.  Berbagai metode yang telah diuraikan di sini, tidak bersifat kaku.  Metode-metode ini dapat dikembangkan lebih lanjut, dimodifikasi, dipadukan dan sebagainya, tergantung pada tujuan, manfaat dan kemampuan dalam mengaplikasikan metode-metode tersebut.

Secara singkat, beberapa metode yang dapat digunakan dalam penentuan strategi dan prioritas APBD diantaranya sebagai berikut  :

1.
ANALISIS SWOT 

Analisi SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity and Threat ) merupakan sebuah metode untuk mengenali (scanning) posisi organisasi/daerah di tengah lingkungan yang mempengaruhinya.  Metode ini melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah organisasi/daerah bisa berasal dari dua sumber, yaitu dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) organisasi/daerah itu sendiri.  Cara sederhana untuk membedakan apa yang menjadi sisi internal adalah jika faktor tersebut “ dapat dikendalikan “ organisasi/daerah, sebaliknya jika faktor-faktor tersebut     “ tidak dapat dikendalikan “ disebut eksternal.  Kedua sisi ini masing-masing memiliki aspek positif dan negatif.

Dari sisi internal, faktor-faktor yang memberi pengaruh kekuatan (strength), sebaliknya faktor-faktor yang memberi pengaruh negatif disebut kelemahan (weakness).  Di sisi eksternal, faktor-faktor yang memberikan dampak positif disebut peluang (opportuniy), sebaliknya faktor-faktor yang memberi pengaruh negatif disebut tantangan (treat).

Kedua sisi dengan kedua pengaruh di atas dapat disusun dalam suatu matrik.  Penentuan strategi dapat dilakukan dengan salah satu aspek di sisi internal dengan salah satu aspek di sisi eksternal.  Sebagai misal, strategi dapat disusun dengan melihat kekuatan yang dimiliki (sisi internal) untuk memanfaatkan peluang yang akan dihadapi (sisi eksternal).

Aspek penting yang terkait dengan penerapan metode ini adalah kemampuan dalam mengidentifikasikan faktor-faktor yang termasuk dalam katagori kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.  Keterlibatan para pihak yang mempunyai pengetahuan mengenai masalah/tujuan yang dibahas akan sangat menentukan keberhasilan mengidentifikasikan faktor-faktor di atas.  Untuk tujuan tersebut, dapat digunakan kuisioner atau forum diskusi.  Jika ingin menggunakan forum diskusi, teknik kartu salju (snowcard technique atau metaplan ) dapat digunakan sebagai salah satu teknik untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

2.
Metode Kelompok Nominal (Nominal Group Technique) 

Teknik dapat digunakan untuk menentukan prioritas APBD.  Metode ini lebih menekankan pada nilai pengalaman (expert judgement)  dari pelaku yang terlibat dalam perumusan prioritas APBD tersebut.  Namun demikian, sekalipun dalam teknis ini lebih menekankan pada kemampuan/pengalaman seseorang, tidak berarti bahwa keberadaan data pendukung tidak diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut  :

1. Minta setiap anggota dalam kelompok kerja untuk menuliskan atau mengatakan isu atu program yang menurutnya paling penting;

2. Kumpulkan setiap anggaran dan catat pada papan tulis atau kertas plano atau pin board;
3. Kelompok isu atau program yang senada, sehingga tidak terjadi isu atau program ganda;

4. Minta kelompok kerja untuk menuliskan pada lembar kertas lain, huruf-huruf yang berhubungan dengan jumlah pernyataan isu yang dibuat.  Sebagai contoh, jika satu kelompok menghasilkan 10 program atau isu, maka akan terdapat A-J program atau isu pada kertas tersebut;

5. Pastikan bahwa daftar program atau isu utama telah dinomori juga.  Minta anggota kelompok untuk memprioritaskan isu atau program tersebut.  Untuk isu yang paling penting dapat ditulis dengan angka “10” angka “9” untuk urutan paling penting dibawahnya dan seterusnya.  Sebagai contoh, daftar masalah mungkin terlihat seperti ini untuk lima item pertama untuk satu anggota;

A. Kebersihan jalan 10

B. Perbaikan terminal 7

C. Memperbaiki lapangan parkir 3

D. Penyediaan lampu jalan 5

E. Merenovasi infra struktur 8.

6. Setelah setiap peserta ranking isu tersebut dari 10 (tertinggi) hingga 1 (terendah) pada kertas dan melaporkan ranking dari A hingga J;

7. Jumlahkan untuk setiap isu.  Isu dengan jumlah tertinggi dalah merupakan isu yang paling penting bagi kelompok kerja tersebut;

8. Hasil kegiatan ini merupakan suatu daftar prioritas kelompok;

Catatan : jika terdapat beberapa isu yang dipertimbangkan, sebuah metode alternatif diperlukan untuk membatasi jumlah isu dengan menggunakan aturan : setengah ditambah satu.  Dengan aturan ini, hanya meranking setengah dari total item ditambah satu.  Sebagai contoh, jika terdapat 30 isu, kelompok kerja hanya akan meranking 16 isu saja.

3.
Metode Analitic Hierarchy Process (AHP) atau Paired Comparison 

AHP dirancang untuk mengetahui persepsi orang yang berhubungan erat dengan tujuan/permasalahan tertentu melalui prosedur yang dirancang untuk sampai pada suatu skala prioritas diantara berbagai alternatif.  Metode AHP ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam pengambilan keputusan, pengalaman dan pengetahuan seseorang minimal sama nilainya dengan data-data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.  Dengan memasukan persepsi seseorang dalam proses pengambilan keputusan, maka AHP dapat menutupi kelemahan utama dari metode pengambilan keputusan yang selama ini ada, yaitu bagaimana unsur-unsur kualitatif dalam metode pengambilan keputusan.  Disamping itu, sifat data yang diperlukan membuat AHP mudah digunakan, terutama di negara berkembang dengan kualitas data sekunder yang seringkali dipertanyakan.

Metode AHP merupakan metode sederhana dan fleksibel untuk memecahkan suatu masalah yang tidak terstruktur di bidang ekonomi, sosial dan manajemen.  Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengaplikasikannya meliputi hal-hal :

a. Bentuk sebuah tim beranggotakan 15 – 20 anggota yang memahami (expert) di bidang yang dibahas;

b. Minta peserta menyebutkan faktor yang terkait dengan masalah/tujuan yang ingin dicapai;

c. Minta peserta untuk menguraikan lebih lanjut faktor-faktor yang terkait dengan faktor diatasnya (point b), sehingga membentuk hirarki yang tidak mungkin dipecahkan lagi unsurnya;

d. Rancangan kuesioner yang berbentuk tabel perbandingan berpasangan (paired comparison).  Untuk satu masalah/faktor akan terdapat satu tabel perbandingan berpasangan (lihat contoh tabel pada lampiran 1);

e. Minta peserta untuk menentukan relatif pentingnya faktor yang satu dengan faktor yang lain pada satu hirarki tertentu.  Prinsip utama adalah : jika faktor A lebih penting dibanding B dan faktor B lebih penting dari faktor C, maka faktor A pasti lebih penting dibanding faktor C.  Jika aksioma ini dilanggar, maka tingkat konsistensi jawaban akan meragukan.  AHP memberikan toleransi konsistensi > 90 persen;

f. Karena jumlah responden/peserta lebih dari satu, maka untuk memperoleh satu jawaban kuesioner harus direkap.  Rekapitulasi jawaban dapat menggunakan nilai rata-rata geometrik, yaitu           RG = n( a1 x a2 x a3 … x an
g. Gunakan nilai RG ini untuk perhitungan derajat prioritas komponen yang satu dengan komponen lainnya.  Perhitungan dapat dilakukan secara manual atau melalui program computer expert choice;
h. Dengan menggunakan eigenvector, penilaian tersebut selanjutnya disintesiskan, sehingga diketahui derajat skala prioritas masing-masing faktor sebagai hasil akhirnya.

4.
Teknik  “ 10 – 4 “ 

Teknik “ 10 - 4 ” merupakan teknik penentuan prioritas dari sejumlah item yang harus ditentukan.  Metode ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah  berikut  :

a. Fasilitator mengemukakan isu/tujuan yang ingin dipecahkan/dicapai kepada peserta;

b. Peserta diminta untuk menuliskan sebanyak mungkin jawaban yang terkait dengan isu/tujuan yang ingin dicapai;

c. Fasilitator merekap semua jawaban. Jawaban yang memiliki kesamaan ide disatukan dan diberi judul/item baru jika perlu.  Fasilitator menuliskan daftar semua jawaban peserta, misalnya ada 10 item pada papan tulis yang tersedia;

d. Peserta diminta untuk menuliskan 4 jawaban yang menurut mereka paling penting;

e. Fasilitator akan memberikan satu titik disamping sebuah item untuk setiap jawaban. Dengan demikian, untuk satu peserta akan terdapat 4 titik pada 4 item jawaban yang berbeda;

f. Fasilitator menjumlahkan titik-titik yang ada di samping setiap item dan menuliskannya kembali pada daftar terpisah berdasarkan urutan jumlah titik yang dimilikinya (dari yang terbesar hingga yang terkecil) sebagai urutan prioritasnya.

3.1.
CONTOH KUESIONER AHP

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Bapak/Ibu seyogyanya membaca seluruh isi kuesioner ini.  Bapak/Ibu diminta untukmenulis tanda  “ X “ pada kolom yang menurut Bapak/Ibu tepat untuk dipilih.  Pengisian kolom di sebelah kri kolom angka 1 menunjukan bahwa pilihan di sebelah kiri memiliki peran bobot yang lebih besar dibandingkan dengan pilihan di sebelah kanan.  Sebaliknya, pengisian kolom di sebelah kanan kolom angka 1 menunjukan bahwa pilihan di sebelah kanan memiliki bobot/peran yang lebih besar dibandingkan dengan pilihan di sebelah kiri.  

Jadi jika Bapak/Ibu menganggap bahwa komponen di sebelah kiri lebih penting atau lebih besar bobotnya dibandingkan dengan komponen di sebelah kanan, maka Bapak/Ibu harus memperhatikan dan membuat pilihan (dengan memberikan tanda “ X “ ) hanya pada kolom di sebelah kiri, demikian juga sebaliknya (mohon lihat label 1 dan 2).

Arti angka 1 sampai dengan 9 dalam skala pilihan mohon diartikan sebagai berikut  :

Angka 1 
= sama besarnya/pentingnya : 2 hal yang diperbandingkan sama pentingnya.

Contoh
:
makan sama pentingnya dengan minum

Angka 3
=
sedikit (moderate) lebih besar/penting : satu hal yang diperbandingkan sedikit (moderate) lebih penting dibadingkan dengan komponen lainnya

Contoh
:
makan sedikit lebih penting dibandingkan dengan minum

Angka 5
=
lebih besar/penting : satu hal yang diperbandingkan lebih penting dibadingkan dengan komponen lainnya

Contoh
:
makan lebih penting dibandingkan dengan minum

Angka 7
=
sangat lebih besar/penting : satu hal yang diperbandingkan sangat lebih penting dibadingkan dengan komponen lainnya

Contoh
:
makan sangat penting dibandingkan dengan minum.

Angka 9
=
mutlak lebih besar/penting : satu hal yang diperbandingkan mutlak (ektreme) lebih penting dibadingkan dengan komponen lainnya

Contoh
:
makan mutlak lebih penting dibandingkan dengan minum.

Kolom yang berada diantara pilihan yang ada, misalnya kolom diantara angka 3 dan 5, merupakan pilihan yang memiliki kualitas antara sedikit (moderate) lebih penting dan lebih penting.

TABEL  1 : CONTOH

Menurut anda negara manakah yang lebih kuat dalam olah raga sepakbola di dunia saat ini  ?
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Catatan
=
Angka 1 = sama kuatnya ; angka 3 = sedikit (moderate) lebih kuat ; angka 5 = lebih kuat ; angka 7 = sangat kuat ; angka 9 mutlak kuat

Untuk pilihan nomor  1 : jika Bapak/Ibu sebagai pengamat olah raga sepakbola ditanya kekuatan antara regu Indonesia dan Brasil, Bapak/Ibu akan berpendapat Brasil mutlak lebih kuat dalam sepakbola dibandingkan denan Indonesia.  Oleh karena itu kolom angka 9 di sebelah kanan yang diisi, tempat posisi Brasil berada.  Pilihan ini didasarkan atas pertimbangan Brasil pernah menjadi juara Piala Dunia 4 kali, sedangkan Indonesia belum pernah masuk sebagai peserta Piala Dunia.  Dengan demikian, dituliskan angka “ X “ pada kolom angka 9 di sebelah kanan kolom 1, karena Brasil mutlak lebih kuat dibandingkan dengan Indonesia. 

Untuk pilihan nomor 2 : antara Indonesia dan Korea Selatan, diisi pada kolom antara 5 dan 7 di sebelah kanan, yang berarti Korea Selatan berada pada posisi antara lebih kuat dan sangat lebih kuat dalam sepakbola dibandingkan dengan Indonesia.  Pilihan ini didasarkan atas pertimbangan Korea Selatan pernah masuk sebagai peserta Piala Dunia.

Untuk pilihan nomor 3  : antara Brasil dan Korea Selatan diisi pada kolom 5 di sebelah kiri. Yang berarti regu sepakbola Brasil lebih kuat dibandingkan dengan Korea Selatan. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan Korea Selatan belum pernah menjadi Juara Dunia.

CONTOH LAINNYA

Menurut Bapak/Ibu, untuk mecapai tujuan terwujudnya kemandirian keuangan daerah, manakah dari variabel-variabel di bawah ini yang paling penting pengaruhnya terhadap tujuan di atas.
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IV. 
PENUTUP

Penetapan strategi dan prioritas yang dirumuskan secara efektif akan mampu memberikan beberapa manfaat dan keuntungan bagi daerah.  Dukungan data informasi untuk merumuskan  strategi dan prioritas yang efektif menjadi mutlak diperlukan, disamping kehandalan dan kulitas SDM Pemerintah Daerah iitu sendiri.

Pada akhirnya, terumuskannya strategi dan prioritas mengharuskan adanya tindakan sosialisasi dan dukungan komitmen dari semua pihak terkait untuk mengimplementasikan strategi dan prioritas yang telah ditetapkan tersebut.  Komitmen dimaksud meliputi kesediaan untuk mengalokasikan waktu dan tenaga sesuai dengan strategi dan prioritas yang telah disepakati.  Pelanggaran terhadap komitmen ini akan berdampak pada tingkat terwujudnya berbagai manfaat dari adanya strategi dan prioritas tersebut.
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Gambar  1

Bagan Alur Mekanisme Penyusunan Strategi dan Prioritas
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Gambar  .2

Bagan Alur Perumusan Strategi dengan Menggunakan Matriks SWOT
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	:
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	Tentang
	:
	SISTEM  DAN  PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH


PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

I.
PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman penerapannya di beberapa negara maka pendekatan anggaran kinerja (performance based budgeting) merupakan alat yang dapat jadi penghubung seluruh siklus menajemen strategis, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Secara keseluruhan siklus manajemen strategis dimulai dengan melaksanakan proses perencanaan strategis yang mencakup penentuan visi, misi, tujuan, strategis, program dan kegiatan prioritas.

Tahap berikutnya, program dan kegiatan prioritas yang telah disebutkan dalam dokumen strategis dibiayai dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja.  Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini meliputi  : 

a. Penentuan keterkaitan program dan kegiatan dengan visi, misi, tujuan, strategi serta program-program prioritas.

b. Penentuan keterkaitan antara program dan kegiatan dengan penggunaan input, beban kerja dan out put yang diharapkan.

c. Penentuan skedul rencana kerja baik waktu maupun susunan manajemen pelaksanaan.

Sejalan dengan implementasi program dan kegiatan yang dibiayai melalui pendekatan anggaran kinerja tersebut.  Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan di dalam perencanaan strategis.  

Dalam konteks penerapan anggaran kinerja dalam penyusunan program dan kegiatan diasumsikan bahwa :

1. Pemerintah Daerah sudah mempunyai dokumen rencana strategis atau rencana jangka menengah lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

2. Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD telah menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.

3. Pemerintah Daerah telah menyusun strategi dan prioritas APBD.

4. Pemerintah Daerah telah menyesuaikan struktur organisasi melalui Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No.08 tahun 2003.

II.
MEKANISME PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Dalam merumuskan program, kegiatan dan anggarannya, suatu Satuan Kerja (unit kerja) perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Berapa aspek yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana program dan kegiatan tersebut mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian Renstrada, Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Stretagis dan Prioritas APBD sekaligus juga mampu mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.  Secara umum, proses dan mekanisme penyusunan program, kegiatan dan anggaran dapat dilihat  pada gambar  6.

a. Untuk dapat menyusun RASK, satuan kerja harus sudah memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan :

1. Arah dan Kebijakan Umum APBD.

2. Strategi dan prioritas APBD.

3. Standar Kode Rekening Anggaran.

4. Laporan kinerja instansi pemerintah tahun sebelumnya untuk satuan kerja dimaksud.

Untuk itu langkah langkah awal penyusunan RASK, Badan Perencanaan Daerah dan Pengelolaan Keuangan harus mengedarkan lebih dulu dokumen-dokumen dimaksud kepada Satuan Kerja diserta Surat Edaran tentang penyusunan RASK.  Surat Edaran dimaksud memuat  ; standar analisa belanja, standar minimum, tolok ukur kinerja dan standar biaya.

b. Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta strategi dan prioritas APBD, Unit Kerja menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam format RASK.  Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan, satuan kerja juga mempertimbangkan rencana strategis (AKIP = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) unit kerja yang bersangkutan.  AKIP Dinas/Instansi yang berisikan visi, misi, program sasaran, tujuan dan tugas pokok dan fungsi dituangkan dalam format RASK (S1).

Tabel .1

Format S1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Tupoksi

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S1

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Bidang Kewenangan

	

	Visi

	

	Misi

	

	Tujuan

	

	Sararan

	

	Tugas Pokok

	

	Fungsi

	

	Catatan
	Pimpinan

	


c.  Format S1, selanjutnya diteruskan pada, struktur/eselonering dibawahnya (KaBiro, KaBagian, KaSubdin, KaBidang, dst) yang dalam panduan ini disebut Sub Unit Kerja, untuk disusun Program.  Rencana Program tersebut dituangkan dalam RASK format S2.

Tabel  .2

Format S2 Program

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S2

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Program

	

	Catatan
	Pimpinan

	


d. Masing-masing program KaBiro, KaBagian, KaSubdin, KaBidang selanjutnya diteruskan pada, struktur/eselonering dibawahnya untuk dijadikan pedoman dalam menyusun kegiatan-kegiatan.  Rencana kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana program dituangkan dalam format S2A.  Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut disusun rencana anggaran.  Dalam penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan tersebut langkah awal harus diperhatikan adalah memisahkan kegiatan yang berimplikasikan pada Pendapatan Daerah dan kegiatan yang berimplikasikan pada belanja daerah.  Kegiatan yang berimplikasikan pada pendapatan daerah dituangkan dalam format S3A1, dan kegiatan-kegiatan yang berimplikasikan pada belanja daerah perlu mendapat perhatian khusus, karena harus dipisahkan komponen-komponen belanjanya.  Untuk komponen belanja langsung masing-masing kegiatan dituangkan dalam format S3B1.1 dan komponen belanja tidak langsung masing-masing kegiatan dituangkan dalam format S3B2.1.  Komponen belanja langsung tersebut selanjutnya direkap dan ditungkan dalam format S3B1 dan komponen belanja tidak langsungnya direkap dalam format S3B2.

Tabel  .3

Format S2 Kegiatan Per-Program

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S2A

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Program

	

	Kegiatan

	

	Catatan
	Pimpinan

	


e. Setelah disusun kegiatan-kegiatan dan anggarannya oleh masing-masing Kasubag, Kasi, Kasubid dalam format S3A1, format S3B1.1 dan rekapannya S3B1, format S3B2.1 dan rekapnya S3B2, diteruskan kepada Bagian Umum, Sekretariat Dinas/Instansi, Kabag Tata Usaha, untuk dilakukan rekapitulasi kegiatan-kegiatan yang telah disusun.  Untuk kegiatan-kegiatan yang berimplikasikan pada pendapatan (format S3A1) direkap pada format S3A dan kegiatan-kegiatan yang berimplikasikan pada belanja daerah (format S3B1 dan S3B2) direkap dalam format S3B.  Hasil rekapan S3A dan S3B terrsebut digabungkan dalam satu format yaitu S3.

f. RASK Dinas/Instansi selanjutnya disampikan kepada Tim Anggaran Eksekutif melalui Badan Perencanaan.

g. Badan Perencanaan setelah menerima RASK dari Dinas/Instansi melakukan verifikasi terhadap program dan kegiatan untuk kesesuaiannya dengan visi, misi, sasaran dan tujuan daerah (Renstrada), Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategis dan Prioritas APBD, Tolok Ukur kinerjanya.  Format yang diverifikasi meliputi format S1, S2, S2A, S2A1 dan S3.

h. Hasil verifikasi oleh Badan Perencanaan tersebut, untuk RASK yang dianggap telah sesuai dilanjutkan kepada Unit Pengelola Keuangan Daerah, dan dianggap  kurang sesuai dikembalikan pada Dinas/Instansi dengan disertai catatan rekomendasinya.  Pada Unit Pengelola Keuangan Daerah, RASK diverifikasikan kembali khususnya format S3A1, S3A, S3B1.1, S3B1, S3B2.1, S3B2, S3B dan S3.

i. Hasil verifikasi dan rekomendasi dari Badan Perencanaan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah dikoordinasikan, disinkronisasikan dan diintegrasikan di dalam Tim Anggaran Eksekutif.  Format yang diverifikasi dalam Tim Anggaran ini khususnya S3A, S3B dan S3.

j. RASK yang telah diverifikasi di dalam Tim Anggaran, hasilnya dituangkan dalam Dokumen Pra APBD, untuk disampaikan kepada DPRD.

III.
MATERI PENGAJUAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Materi dokumen pengajuan program dan kegiatan merupakan Rencana Anggaran dari masing-masing level organisasi Pemerintah Daerah yang dimulai dari Sub Bagian, Seksi, Sub Bidang dan Unit Kerja terendah lainnya.

Rencana Anggaran Satuan Kerja merupakan program dan kegiatan beserta komponen-komponen belanja program serta kegiatan yang disusun oleh Seksi, Sub Bagian, Sub Bidang dan Unit Kerja lainnya yang terendah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.  Format-format Rencana Anggaran Satuan Kerja digunakan oleh Tim Anggaran Eksekutif untuk mengevaluasi dan menganalisis  :

1. Kesesuaian antara perencanaan strategi dengan perencanaan operasional di setiap Satuan Kerja dan dalam kaitannya dengan organisasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan;

2. Kewajaran beban kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja;

3. Target dan pencapaian kinerja Satuan Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Bagi Satuan Kerja, format RASK merupakan dokumen teknis yang menjadi pedoman penyusunan rancangan anggaran, pelaksanaan aktivitas dan pencapaian kinerja.

1.
Isi RASK

Rencana Anggaran Satuan Kerja sebagai format perencanaan anggaran satuan kerja berisi informasi yang pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut  :

-
Identitas

-
Tugas Pokok dan Fungsi

-
Tujuan dan Sasaran

-
Program dan Kegiatan

· Rencana Anggaran

2.
Rencana Anggaran Satuan Kerja pada Level Seksi.

Seksi dalam panduan ini dimaksudkan sebagai level (struktur) terendah dari SOTK Satuan Kerja.

Rencana Anggaran pada level seksi atau yang setingkat terdiri dari lima format (S3A1, S3B1, S3B1.1, S3B2, S3B2.1) yang memuat usulan masing-masing kagiatan unit kerja dilihat dari sisi target kinerja yang akan dihasilkan serta kewajaran keduanya yaitu  :

1. Usulan tentang target kinerja yang akan dihasilkan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seksi terkait (tertuang dalam format S3B1.1 dan S3B2.1).  Berdasarkan tupoksinya, seksi menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran terkait.  Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan kegiatan, adalah  :

1.1
Menentukan Satuan Ukur Kegiatan

Satuan ukur kegiatan merupakan jumlah satuan/unit yang berkaitan dengan aktifitas/kegiatan yang telah ditetapkan dan menggambarkan volume/aktifitas yang digunakan untuk melihat seberapa jauh Unit Kerja/Sub Unit Kerja melaksanakan tupoksinya.

1.2.
Menentukan Target Kinerja Kegiatan 

Target kinerja kegiatan merupakan jumlah satuan ukur yang akan dicapai oleh unit kerja untuk periode tahun anggaran mendatang.

Contoh 1.

Nama Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

Satuan Ukur
:
Jumlah Peserta Pelatihan 

Target Kinerja
:
50 Orang

Contoh 2.

Nama Kegiatan : Penyusunan Buku Potensi Daerah 

Satuan Ukur
:
Jumlah Buku Potensi 

Target Kinerja
:
20 Buku

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, maka bagian, seksi mengisi format RASK yang berisi tentang masing-masing target kegiatan yang diusulkan.

Tabel  .4

Format S3B1.1

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B1.1

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Kegiatan

	

	Masukan
	
	

	Keluaran
	
	

	Hasil
	
	

	Manfaat
	
	

	Dampak
	
	

	Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


2. Usulan tentang komponen-komponen biaya langsung serta tidak langsung yang diperlukan seksi, Sub Bagian, untuk melaksanakan kegiatan terkait sesuai dengan nomenklatur belanja yang telah dan akan dikembangkan oleh daerah.

Komponen biaya langsung dalam hal ini biaya-biaya yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.  Komponen belanja langsung ini dituangkan dalam format S3B1.1 seperti di atas.

Komponen biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat langsung dibebankan kepada pencapaian target kinerja, tapi didasarkan kepada kebutuhan yang sifatnya rutin dan alokatif untuk masing-masing sub unit kerja.  Komponen biaya tidak langsung ini dituangkan dalam format.

Tabel  .5

Format S3B2.1 Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B2.1

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Anggaran Belanja Tidak Langsung Per Kegiatan (Alokasi)

	

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	Alokasi Belanja Pegawai/Personalia Per Kegiatan Non Investasi
	

	
	Jumlah .1
	

	
	Alokasi Belanja Barang/Jasa Per Kegiatan Non Invsestasi
	

	
	Jumlah .2
	

	
	Alokasi Belanja Pemeliharaan Per Kegiatan Non Investasi
	

	
	Jumlah  .3
	

	
	Alokasi Perjalaan Dinas Per Kegiatan Non Investasi
	

	
	Jumlah  .4
	

	
	JUMLAH  1 S/D 4
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


3.
Rencana Anggaran Satuan Kerja pada Level Sub Unit Kerja.

Pengertian Sub Unit Kerja adalah level kedua pada satuan kerja, dalam hal ini Bagian, Subdin, Bidang atau yang selevel.

Rencana Anggaran Satuan Kerja pada level Sub Unit Kerja merupakan format rekapitulasi kegiatan masing-masing seksi yang berada di bawah rentang kendali dan koordinasi sub unit kerja  berkaitan   adalah  :

1. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan target kinerja yang akan dihasilkan serta berada di bawah koordinasi sub unit kerja terkait.

2. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan komponen-komponen belanja langsung yang selanjutnya menjadi format RASK yang berisi tentang rekapitulasi belanja kegiatan yang dikoordinasikan dan dikendalikan oleh sub unit kerja terkait.

3. Rekapitulasi belanja langsung per kegiatan dituangkan dalam format S3B1

Tabel  .6

Format S3B1 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B1

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

	

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


4. Rekapitulasi anggaran belanja tidak langsung per kegiatan dituangkan dalam format RASK S3B2

Tabel  .7

Format S3B2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B1

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


4.
Penyusunan RASK pada Sekretariat Satuan Kerja.

Sekretariat Satuan Kerja merupakan Sub Unit dari satuan kerja, yang berfungsi mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan tersendiri, artinya Sekretariat Satuan Kerja disamping mempunyai dokumen-dokumen format S3B1.1 maupun S3B2.1 juga harus merekap format S3B1 dan S3B2 (untuk belanja), S3A1 (untuk pendapatan) dari masing-masing Sub Unit ke dalam format S3B (untuk belanja dan S3A (untuk pendapatan).

Tabel  .8

Format S3B Rekapitulasi Anggaran Belanja 

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3B

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Rekapitulasi Anggaran Belanja 

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


Tabel  .9

Format S3A Rekapitulasi Anggaran Pendapatan 

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3A

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Rekapitulasi Anggaran Pendapatan 

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


Format S3B dan S3A tersebut selanjutnya oleh Sekretariat direkap kembali ke dalam format S3, yang merupakan Ringkasan Anggaran untuk Satuan Kerja yang bersangkutan.

Tabel  .10

Format S3 Rekapitulasi Anggaran Belanja 

	RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA
	S3

	Unit Kerja
	Tahun

	
	

	Rekapitulasi Anggaran Belanja 

	Kode Rekening
	Uraian
	Jumlah

	
	
	

	Catatan
	Pimpinan

	
	


Langkah selanjutnya, format-format RASK sebagaimana diuraikan di atas dibukukan dan disampikan kepasa Badan Perencanaan Daerah.
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